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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat

pada table berikut :

A. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

\ Alif - -

- Ba“ B Be

< Ta™ T Te

& Sa“ S Es dengan titik di atas
z Jim J Je

C Ha* H Ha dengan titik di bawah
¢ Kha Kh Ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Z Zet dengan titik di atas
B Ra“ R Er

B) Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Esdan ye
o= Sad S Es dengan titik di bawah
o= Dad D De dengan titik di bawah
L Ta 1 Te dengan titik di bawah
L Za Z Zet dengan titik di bawah
£ ,,Ain . Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge

s Fa F Fa

) Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

O Nun N En

s Wau W We

. Ha" H Ha

. Hamzah “ Apostrof

T Ya“ Y Ye




Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda
().

B. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat,transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i fathah a a
\ kasrah i i
i dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
e fathah dJdanya' ai a dan i
: fathah dan wau au adan u
Contoh:
wily : kaifa
J s : haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:



Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda

= fathah dan alif atau ya’ a a dan garis di atas
_ kasrah dan ya’ i i dan garis di atas
=
d dammah dan wau u u dan garis di atas
S . mata
= . rama
s > qila
Si3d . yamiitu

D. Ta marbiitah
Transliterasi untuk ta* marbiitah ada dua, yaitu ta " marbitah yang hidup
ataumendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
sedangkan a" marbitah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah [hl].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ¢a@ " marbiitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka za "

marbitah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:
MY 54 : raudah al-asfal
Al 2 - al-madimah al-fadilah
1S - al-hikmah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda ( ), —anda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini
dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda

syaddah.
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Contoh:

g : rabbana
A . najjaina
ST > al-haqq
Y : nu''ima
(X ., aduwwun

Jika huruf (s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (>— ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.

Contoh:
A . ,,All (bukan ,,Aliyy atau A“ly)
Lk . ,,Arabi (bukan A*rabiyy atau ,,Arabiy)

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J\ (alif
lam ma “rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf
gamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

. al-syamsu (bukan asy-syamsu)
: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
. al-falsafah

> al-bildadu

Xii



G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:
SiAl  ta "muriina
;,f .-I‘ . 2 13
i :al-nau
¢ g L syai‘‘un
sl : umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur*an (dari al-Qur“an), alnamdulillah,
dan munagasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka harusditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba “in al Nawawr

Risalah fi Ri "ayah al-Maslahah

I. Lafz al-Jalalah
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.
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Contoh:

I i
B2 man Y bitlan

Adapun ta@" marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: hum fi rahmatillah -w Wl O ._fa
J. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut
menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf
awal dari judulreferensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).
Contoh :

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi “a linnasi lallazi bi Bakkata

mubarakanSyahru Ramadan al-lazt unzila fihi al-Quran

Nasir al-Din

al-Tusi Nasr

Hamid Abu
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ZaydAl-Tufr
Al-Maslahah fr al-Tasyri " al-Islamt
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Aba
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abii al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abi al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abi al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan, Zaid
Nasr Hamid Abta

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini :

Swit : Subhanahu wa ta’ala

Saw : Shalallaahu ‘Alayhi Wasallam
Q.S : Qur’an Surah

Perpu : Peraturan Perundang-Undangan

KUHP . Kitab Undan-undang Hukum Pidana

HAM : Hak Asasi Manusia

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
SD : Sekolah Dasar

PN : Pengadilan Negeri

PLP : Palopo

Pidsus : Pidana Khusus
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BRSAMPK: Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Pelindungan
Khusus

BAPAS  : Balai Pemasyarakatan

LBH : Lembaga Bantuan
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ABSTRAK

Rahmi. Andtika. Raisa, 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku
Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual — Kasus  Putusan  Nomor
16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp (Perspektif Hukum Islam) ”.Skripsi Program
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Palopo. Dibimbing Oleh Abdain dan Anita Marwing.

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/PIp,
Faktor yang menjadi kendala dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp di
pengadilan Negeri Palopo, dan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam
Persfektif Hukum Islam. Adapun tujuan peneilitian ini adalah 1) Untuk mengetahui
Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Kasus Putusan 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp. 2) Untuk mengetahui faktor yang
menjadi kendala dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Kasus Putusan 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp di Pengadilan
Negeri Palopo, 3) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam
Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palopo
dengan proses wawancara langsung dengan Hakim yang menangani kasus tersebut.
Penelitian juga dilakukan melalui studi pustaka dengan cara menelaah buku-buku,
dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan
dibahas dalam skripsi peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Kasus Putusan 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp adalah 1) Diversi, 2) Pendampingan
Anak (orang tua dan penasehat hukum/pejabat negara), 3) Diperlakukan secara
nyaman di dalam peradilan, semua petugas sidang tidak menggunakan pakaian
formal/toga. Kendala dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak
Pidana Kekerasan Seksual adalah 1) Kurangnya/tidak adanya peran orang tua, 2)
Faktor lingkungan, 3) Diancam pidana 7 tahun/lebih dan Pelaku merupakan
Residivis. Adapun Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum
Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat
membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental,
spiritual, dan sosial anak. Hasil penelitian ini sesuai dengan undang-undang nomor
35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 11 tahun 2012
tentang sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan seksua
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ABSTRACT

Rahmi. Andtika. Raisa, 2023 “Legal Protection for Children Perpetrating Crimes
of Sexual Violence Case Decision Number 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp
(Perspective of Islamic Law)". Thesis of the Constitutional Law Study
Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by
Abdain and Anita Marwing.

This research discusses legal protection for children who commit crimes of sexual

violence in the case of Decision 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp, factors that become

obstacles in legal protection for children who commit crimes of sexual violence in
the case of Decision 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp in the Palopo District Court,
and Legal Protection of Children from an Islamic Law Perspective. The objectives
of this research are 1) To determine the legal protection for children who are
perpetrators of crimes of sexual violence in the case of Decision
16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp. 2) To find out the factors that become obstacles in
the legal protection of children who are perpetrators of crimes of sexual violence in

the case of Decision 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp at the Palopo District Court, 3)

To find out the legal protection of children from the perspective of Islamic law.

This research was carried out at the Palopo District Court using a direct interview

process with the judge handling the case. Research is also carried out through

literature studies by reviewing books and laws and regulations related to the
problems that will be discussed in the researcher's thesis. The results of this research
show that legal protection for children who are perpetrators of crimes of sexual

violence in the case of Decision 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp is 1) Diversion, 2)

Child support (parents and legal advisors/state officials), 3 ) Treated comfortably in

court, all hearing officers do not wear formal clothes/togas. Obstacles in legal

protection for children who are perpetrators of crimes of sexual violence are 1)

Lack/absence of parental role, 2) Environmental factors, 3) Threatened with a

sentence of 7 years or more and the perpetrator is a recidivist. The legal protection

of children from an Islamic legal perspective is the fulfillment of children's rights
and their protection from things that could endanger themselves, their lives and
property, which includes the physical, mental, spiritual and social aspects of

children. The results of this research are in accordance with law number 35 of 2014

xxiii



concerning child protection and law number 11 of 2012 concerning the juvenile

criminal justice system.

Keywords: Legal protection, Children, Sexual Violence
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara republik yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang dasar 1945 dan Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya,
termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hah-hak
termasuk dalam hak asasi manusia.

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum dimana segala
aspek kehidupan masyarakatnya di atur dalam suatu sistem hukum hal ini tertuang
dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)*. Negara hukum menghendaki
agar hukum senantiasa ditaati dan ditegakkan oleh siapapun yang ada di negara
tersebut tanpa terkecuali.

Anak adalah karunia' Tuhan Yang Maha Esa dan Anak merupakan
tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan, dimana orang tua wajib
memelihara dan mendidik yang belum dewasa sampai anak tersebut desawa. Orang
tua juga harus memelihara kelangsungan hidup anaknya. “Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi”. Demikian bunyi pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Hal ini bahwa setiap anak mempunyai

hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam membangun bangsa dan negara.

! Undang-Undang Dasar 1945



Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya,
fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak
bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita
semua. Sebagai agama yang sarat dengan muatan kasih sayang (rahmatan lil
alamin), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak,
mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa.
Kewajiban menyusui (radha’ah), mengasuh (hadhanah), kebolehan ibu tidak
berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan
bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan,
mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang meneruskan
perjuangan dan cita-cita bangsa, mereka harus diarahkan yang benar agar tidak
terjerumus pada perilaku menyimpang. Perilaku penyimpangan yang dilakukan
oleh anak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal dari
si anak antaranya adalah perkembangan fisik dan jiwanya (emosinya) yang labil,
mudah tersinggung dan peka terhadap kritikan, serta disebabkan pengaruh
lingkungan sosial di mana anak itu berada dengan demikian anak perlu diperhatikan
secara sungguh-sungguh.?

Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik
tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah

suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau

2 Rusmilawati, “Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Di Indonesia Dan
Beijing ”, 210.
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kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan
pribadi dan masa depannya kelak. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian
bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita
bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam
pelaksanaan pembangunan.

Orang tua bertanggung jawab atas perilaku menyimpang yang dilakukan
oleh anaknya, tentunya secara jasmani, rohani, maupun sosial. Perilaku
penyimpangan yang dijumpai di kalangan anak, menyebabkan anak terseret pada
pergaulan yang kurang sehat atau disebut dengan pergaulan bebas, tak terkecuali
anak dapat melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu praktik seks
yang dinilai menyimpang dalam bentuk kekerasan seksual (sexual violence).
Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di
luar perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan seksual
merupakan istilah yang merujuk pada perilaku seksual deviantif atau perilaku
seksual yang menyimpang dan merugikan pihak korban, kekerasan seksual tidak
hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga telah dilakukan oleh anak di
bawah umur.?

Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang mencela kesusilaan
baik dengan paksaan maupun dengan ancaman. Akhir-akhir ini tidak dapat
dipungkiri banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak baik anak sebagai korban

maupun anak sebagai pelaku.

% Wahid dan Muhammad irfan “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual
(Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan) ”, (Bandung: Rafika Adhitama, 2011), 32.
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Tabel 1.1
Bentuk-bentuk kekerasan pada setiap fase Anak*

Fase Bentuk Kekerasan

Aborsi dan risiko janin ketika

Pralahir mengalami pemukulan fisik.
Pembunuhan anak, kekerasan fisik,
Bayi psikologis dan seksual.

Pernikahan dini, kekerasan alat
Anak genital, inses, kekerasan fisik,
psikologis dan seksual.
Pemerkosaan, pelecehan seksual di
lingkungan sosial, dijadikan wanita
penghibur, kehamilan  paksa,
perdagangan remaja, pembunuhan,
pelecehan psikologis.

Remaja

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah
umur dipengaruhi oleh beberapa faktor antaranya kasih orang tua kurang harmonis,
kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak, pengaruh
lingkungan rumah yang kurang baik, kurangnya sosok keteladanan yang baik dari
orang tua dalam membimbing anak termasuk tingkat kejujuran dan kedisiplinan
diri, kurang tertanamnya rasa tanggung jawab, kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang tidak diimbangi dengan kesiapan mental anak, kurangnya tingkat
pendidikan anak baik dari segi agama maupun ilmu pengetahuan serta tontonan dan
media sosial yang digunakan oleh anak-anak seperti, facebook, instagram, youtube,

dan lain-lain.

* http://psychologicalspot.wordpress.com/2012/02/22/ teori Harisa.“Teori Tipologi Bentuk
Kekerasan Psikologis Terhadap Anak (Child) tipologi-bentuk- kekerasan-psikologis-terhadap-
anak-child-psychological-violence, Diakses 13 September 2023.
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http://psychologicalspot.wordpress.com/2012/02/22/

Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam
segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur
tertentu seperti yang tertuang dalam Undang-undang peradilan anak yaitu anak
ialah yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 (delapan
belas) tahun, berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) anak
ialah yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. Kekerasan seksual tidak hanya
terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah
kepada aktivitas seksual seperti menyentuh tubuh secara seksual. °

Dalam Hukum Islam ada beberapa pendapat tentang batasan seorang
anak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Menurut kebanyakan
Fugaha, mereka membatasi usia seorang anak yang dapat dikenai
pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya yaitu setelah si anak
mencapai usia 15tahun. Sedang menurut Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu
Hanifah, membatasi kedewasaan pada usia 18 tahun dan menurut satu riwayat 19
tahun.®

Perbedaan pendapat tersebut wajar karena kedewasaan seseorang dapat
dicapai pada usia yang berbeda-beda dan hal itu dipengaruhi kondisi sosial dan
kultur masyarakat di sekitarnya.

Kejahatan (crime) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat
disamakan dengan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja (juvenile

delinquency) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan

® Bunadi Hidayat, “Pemidanaan Anak Dibawah Umur” (Bandung: 2010),78-81.
& A Hanafi, “Asas-asas Hukum Pidana Islam ”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 370.
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bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan
terhadap anak dalam kaitanya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian
utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia. Sesuai Undang-undang nomor
23 tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi dari kekerasan
dan diskriminasi.”’

Anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya
sendiri maupun merigukan orang di sekitarnya baik kerugian mental, fisik maupun
sosial, mentalsikologis dan situasi anak yang pada hakikatnya masih belum dapat
melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian.®
Pembinaan dan perlindungan anak mengacu pada pelaku tindak pidana anak yang
biasa disebut nakal atau dengan istilah juvenile deliquency. Berkaitan dengan
kriteria anak nakal yang melakukan tindakan pidana menurut pasal 1 Undang-
undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak, adalah anak yang telah
mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun
dan belum menikah.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

7 Penjelasan UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
8 Serafina Shinta Dewi, ”Perlindungan Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan
Pidana” (2011), http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37karyalainnya/257-perlindungan-
hak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana Diakses tanggal 10 Juli 2023
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http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37karyalainnya/257-perlindungan-hak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana
http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37karyalainnya/257-perlindungan-hak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penanganan
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum janganlah sampai memunculkan
stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka
sehingga membayarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi
bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan
anak yang berhadapan dengan hukum.®

Upaya-upaya perlindungan anak untuk melindungi dari berbagai macam
tindakan yang berasal dari dalam diri tanpa mengurangi hak-hak anak. Hak-hak
tersebut juga diatur dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak anak 20
november 1989 yang secara resmi diratifikasi oleh indonesia. Hukum memberikan
perlindungan penuh terhadap hak-hak anak, perlindungan hukum pula diartikan
sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan hak asasi anak
(fundamental rights and freedonms of children) serta berbagai kepentingan yang
berhubungan dengan kesejahteraan anak.*°

Sama halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan
mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan
tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti ”hampir sama”, yang
berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Menghadapi dan menangani proses
peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak

boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat

° Darwin Prints, “Hukum Anak Indonesia” (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), 3.

10 Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum
Pidana” (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1998), 153.
Pasal 1 Angka 2 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
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dan ciri-cirinya yang Kkhusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari
konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini
akan berpijak pada konsepkesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut.
Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan,
perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya
memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum. Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional,
melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh
mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan
anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak
adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial
yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan
pembangunan nasional.* Maka ini berarti bahwa perlindungan anak harus
diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang
memuaskan.

Undang — undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan
dengan Hukum. Undang-Undang ini bermaksud agar Anak dapat menyongsong

masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar

11 Romli Atmasasmita, “Peradilan Anak di Indonesia” (Bandung: CV. Mandar Maju, 1997),
166.



melalui pembinaan yang diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang
mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat,
Bangsa, dan Negara.

Substansi  mendasar yang diatur dalam undang-undang Sistem
Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tegas mengenai Restoratif Justice dan
Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses
peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial
secara wajar.'? Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan Restoratif,
baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam
Undang-Undang ini merupakan suatu proses Diversi. Dalam Diversi semua
pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi
masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya
menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari
solusi untuk  memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati, yang tidak
berdasarkan pembalasan. Mengingat ciri dan sifat khas pada Anak dan demi
perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum,
wajib disidangkan di Pengadilan Pidana Anak.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya
dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya

2 |ilik Mulyadi, “Pengadilan Anak di Indonesia” (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), 55.
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merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan
dalam 4 (empat) subsistem yaitu:*
1. Kekuasaan ”’Penyidikan” (oleh Badan/Lembaga Penyidik)
2. Kekuasaan ”Penuntutan” (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum),
3. Kekuasaan ”"Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana” (oleh Badan
Pengadilan)
4. Kekuasaan “Pelaksanan putusan pidana” (oleh badan/aparat pelaksana).
Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat
penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu,
perlindungan dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang
dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan Kkhusus
untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus
tersebutberupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari
penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik
dan sosialnya. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum
mengenai anak. Khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak bukan untuk dihukum

13 Barda Nawawi Arief, “Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana
Terpadu ” (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), 20.
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melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan
berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.'*

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku pidana adalah
untuk menghormati hak asasi si pelaku agar tidak terkantung-kantung, adanya
kepastian hukum bagi pelaku menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak
wajar sementara itu, konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas
yang tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa tetapi mencakup pula
perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan
secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan
dapat menjadi orang dewasa yang berkarya sekalipun pernah menjadi terpidana.’®
Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak.

Kepastian hukum perlu diusahakan dalam kegiatan kelangsungan
perlindungan anak dan mencegah hal yang membawa akibat negatif yang tidak
diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu kegiatan
perlindungan anak setidak-tidaknya memiliki dua aspek.

1. Aspek pertama, berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai hak-hak anak.
2. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan tersebut. 6

14 M. Nasir Djamil, “Anak Bukan Untuk Dihukum ” (Sinar Grafika, 2013), 1.
15 Wagiati Soetodjo, “Defenisi Kekerasan Terhadap Anak”, https://mww.lin-
green.web.id/2010/05/08/defenisi-kekerasan-seksual-terhadap-anak Diakses 10 Juli 2023
16 Nasriana, “Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia” (Jakarta: Rajawali Pers,
2011), 3.
11



Sebaiknya sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat
dalam memperhatikan kemajuan serta kesempurnaan perundang-undangan yang
berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Hal ini erat kaitannya
dengan perlakuan khusus pelaku tindak pidana anak. Beberapa hak anak dalam
proses sidang pidana perlu diberi perhatian khusus demi peningkatan perlakuan
terhadap anak. Dengan demikian pemikiran kearah pengadilan anak untuk
melindungi masa depan anak, seharusnya diikuti dengan adanya dasar yang
melandasi dan menjadi pedoman untuk tindakan yanga adil menjatuhkan pidana
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini juga dibutuhkan
pemahaman tentang permasalahan anak yang didukung pengetahuan yang memadai
serta keterampilan bagi mereka yang terlibat dalam penanganan permasalahan anak
sebagai pelaku tindak pidana sejak ia ditangkap, ditahan, diadili, dan dalam proses
selanjutnya harus dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami
masalah anak sehingga anak menjadi sarana tercapainya kesejahteraan.

Mengingat ajaran Islam yang mengajarkan bagi orang-orang yang tidak
mampu menikah, lantaran alasan kefakirannya atau alasan lainnya, hendaklah
memelihara kehormatannya dari hal-hal yang diharamkannya oleh Allah SWT.
Sehingga Allah SWT. Memberinya kecukupan karunia-Nya dan memudahkan
urusan baginya, sebagaimana dalam Firman Allah SWT. dalam Q.S An-Nur/24 :
33

Sl R 15h &6 Y SR Gl i Ja G 2h 515 158 A Aldle () ab S8 2L
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Geal ) 353 G 80 48 Bh & a3l (e 1 et 6331 ) o
2D e,
Terjemahannya :
"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian
(diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan
karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan
perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika
kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka
sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah
kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang
mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari

keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka

sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah

mereka dipaksa".!’

Kasus kekerasan seksual salah satunya yaitu Pencabulan yang dilakukan
oleh anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun terhadap anak berumur 9 (sembilan)
tahun juga terjadi di rumah kosong di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.
Berawal ketika korban S dan Inisial R serta K sedang bermain di rumah R,
kemudian Pelaku Si MA datang dan memanggil korban S dan menyampaikan kalau
Bapak dari korban berada disana (rumah kosong yang dimaksud pelaku) sehingga
korban mau mengikuti pelaku, Pelaku membawa Korban ke Rumah kosong itu dan
menyuruh Korban masuk kedalam kemudian Pelaku menyuruh Korban
menungging, Pelaku membuka celana Korban lalu melakukan aksi yang tak
senonoh dengan menggosok-gosokan alat kelamin pelaku di area seksual Korban
dan membuat Korban berteriak kesakitan ketika Pelaku melakukan aksinya

tersebut.

7 Kementrian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al — Qur’an, 2019), 354.
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Berdasarkan hal tersebut Pelaku Si MA terbukti bersalah melakukan tindak
pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa,
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk
anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana
diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang
penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.'® Dari kasus tersebut
memberikan gambaran bahwa kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang
dewasa tapi juga dilakukan oleh anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meniliti dan
menyusun penulisan hukum dengan tema, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan Nomor
16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp (Perspektif Hukum Islam)” untuk menjabarkan

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku pada kasus ini.

B. Rumusan Masalah

18 ywww.trimbunnews.com.fakta-fakta-remaja-lecehkan-bocah-dipalopo. Diakses 5 februari
2023
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Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan
seksual kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp di Pengadilan
Negeri Palopo ?

2) Bagaimana faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap
anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual kasus Putusan Nomor
16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp di Pengadilan Negeri Palopo ?

3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam persfektif hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana

kekerasan seksual kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp di

Pengadilan Negeri Palopo

2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum

terhadap anak  pelaku kekerasan seksual kasus Putusan  Nomor

16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp di Pengadilan Negeri Palopo

3) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dalam persfektif hukum

islam

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat dari penulisan skripsi ini dapat dilihat dari dua
sudut pandang yaitu:

1) Manfaat Teoritis
15



Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan berfikir serta
ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya dalam hal
perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual di wilayah
hukum pengadilan Negeri Palopo serta kendala dalam perlindungan anak
sebagai pelaku kekerasan seksual tersebut.

2) Manfaat Praktis

a) Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan
serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang
diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

b) Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk
mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

c) Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya dibidang tindak pidana

kekerasan seksual.
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KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
Sebagai bahan acuan maka peneliti menelusuri beberapa jurnal penelitian

dan berdasarkan hasil penelusuran peneliti dapat diindentifikasi beberapa
penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap relevan dengan
masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbeedaan dan persamaan terhadap
masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Nellyda, | Nyoman Sujana, Luh Putu
Suryani, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan
Seksual Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 .
Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bentuk perlindungan hukum terhadap
anak sebagai pelaku pelecehan seksual. Rumusan masalah ini terkait dengan
bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual
menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Berdasarkan Rumusan masalah diatas kaitannya dengan Rumusan masalah yang
akan saya angkat dalam Skripsi saya adalah sama sama membahas mengenai
bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana

Kekerasan Seksual, Perbedaannya adalah dalam penelitian didasarkan oleh
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Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 sedangkan dalam
penelitian saya didasarkan dalam Perspektif Hukum Islam.®

2. Judul jurnal ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Pelecehan Seksual/”. Disusun oleh Ni Made Ayu Dewi Mahayanti
dan Putu Tuni Cakabawa Landra mahasiswa Program Kekhususan Hukum
Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dimana jurnal ini menjelaskan
bahwa: Hak yang melekat pada anak yang berhadapan dengan hukum adalah
berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan apabila kasus tersebut merupakan
pelecehan seksual maka identitas anak berhak dirahasiakan. Pada kasus pelecehan
seksual dimana anak adalah pelakunya belum diatur secara khusus didalam
Undang- Undang. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Pasal 76E digunakan untuk
mengindari adanya kekosongan hukum, sehingga anak yang melakukan pelecehan
seksual dikenakan pidana 15 tahun. Upaya diversi tidak dapat dilakukan karena
masa pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun. Apabila upaya diversi tidak dapat
dilakukan maka pidana penjara merupakan upaya terakhir. Penelitian ini memiliki
persamaan dengan penelitian yang nantinya akan saya lakukan dengan mencari
bentuk bantuan Hukum apa yang akan diberikan kepada Anak pelaku pelecehan
seksual melalui Diversi. %

3. Penelitian yang dilakukan oleh Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin

berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak

19 Desi Nellyda, | Nyoman Sujana dan Luh Putu Suryani, “Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35
Tahun”, 2014, 1.

20 Ni Made Ayu Dewi Mahayanti, Putu Tuni Cakabawa Landra,“Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, no. 1 (2019): 41-52
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di Indonesia”. Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana upaya perlindungan
hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan yang terjadi di Indonesia.
Perbeedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah di dalam
penelitian in membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai
Korban kekerasan seksual sedangkan yang saya teliti adalah Perlindungan Hukum
terhadap Anak sebagai Pelaku kekerasan seksual, alasan saya menjadikan rujukan
karena tidak terlepas dari pembahasan mengenai Perlindungan Hukum terhadap
Anak.?!

B. Deskripsi Teori
1. Tinjauan Umum tentang Anak
a.  Pengertian Anak

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang
belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan
keturunan kedua, di mana kata “anak™ merujuk pada lawan dari orang tua, orang
dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus
yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut,
maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, dan

berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

21 Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin berjudul “dnalisis Perlindungan Hukum Terhadap
Tindak Kekerasan pada Aanak di Indonesia” Jurnal llmu Hukum 3 No. 1 (2019): 41-52.
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kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya

serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.??

Abu Huraerah dalam bukunya kekerasan terhadap anak, menyebutkan
bahwa:

“Anak merupakan seseorang yang lahir dari sebuah hubungan antara pria

dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu

ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri”. 2

Dalam hukum Kkita terdapat pluralisme mengenai Kkriteria anak, itu
sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur Secara
tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut:

a. Anak menurut Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 45 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana, mendefinisikan anak yang belum dewasa
apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia
tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si
tersalah itu dikembalikan kepada orang tua/wali atau pemeliharanya dengan
tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan
kepada pemerintah dengan tidak dikenankan suatu hukuman, ketentuan pasal
35, 46, dan 47 kitab undang-undang hukum pidana namun ketentuan ini telah
dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang nomor 3 tahun 1997.24

b. Undang-undang Peradilan Anak

22 M. Nasir Djamali, “Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.
2 Abu Huraerah “Kekerasan Terhadap Anak”(Jakarta: Nuansa Cendekia, 2018), 90.
24 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 45 tentang Definisi Anak.
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Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 1997 yang tercantum dalam
pasal 1 ayat (2) peradilan anak “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal
yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18
(delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. %

. Menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-
undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk
anak yang berada dalam kandungan.?®

. Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana
anak, dalam pasal 1 (3).

Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur
18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.?”

Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menetukan Kriteria seorang

anak walaupun secara tegas didasarkan pada batasan usia, namun apabila diteliti

beberapa ketentuan dalam Kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur

masalah usia anak juga terdapat keberagamaan.

Menurut pasal 45 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

seseorang yang dikategorikan di bawah umur atau belum dewasa apabila ia belum

mencapai usia 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah

mencapai umuir 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 Kitab

25 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, pasal 1 ayat 2 tentang Peradilan Anak.
26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pasal 1 ayat 3 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..
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undang-undang hukum pidana, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15
tahun.

Konsep Kitab undang-undang hukum pidana menentukan usia 18
(delapan belas tahun) sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang
anak.secara tegas pasal 113 konsep Kitab undang-undang hukum pidana tahun
2012 menyatakan.

Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak
pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Ayat (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur
antara 12 (dua belas) tahun dan 18(delapan belas) tahun yang melakukan

tindak pidana.?®

b. Hak-Hak Anak dalam Peraturan Perundang-undangan

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang
sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara
dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup
terhadap hak-hak anak,yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan
budaya. Sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis
belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum
maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus
diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan
hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu
sendiri.

Konstitusi Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 sebagai norma hukum

tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

28 Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
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tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”.?® Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh
kostitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak
merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam
kenyataan sehari-hari.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam:

a. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, antara lain:

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan.

3. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh
orang tua sendiri.

4. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekpresi
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai
dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan

bakatnya.

29 Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar 1945
23



7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar
biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan
pendidikan khusus.

8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari,
dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dari
dari pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

9. Setiap anak untuk beristrahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan
anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan niat, bakat,
dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memeperoleh rehabilitasi, bantuan
sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun
yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari
perlakuan, diskriminasi, 'eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidak-adilan, dan
perlakuan salah lainnya.

12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada
alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan
terakhir.

13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan

dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam
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kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan,
dan pelibatan dalam peperangan.

14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

15. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan
apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai
upaya terakhir.

17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan
perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa,
memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap
tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh
keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam
sidang tertutup untuk umum.

18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang

berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;dan

19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
b. Hak anak dalam setiap proses peradilan pidana anak, diatur dalam Undang-undang
nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan pidana anak :

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuali

dengan umurnya

2. Dipisahkan dari orang dewasa
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3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak
manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya
6. Tidak dijatuhi hukuman pidana mati atau pidana seumur hudup
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau penjara , kecuali sebagai jalan terakhir
8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak,
dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh
anak
11. Memperoleh advokasi sosial
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesbilitas, terutama bagi anak cacat
14. Memperoleh memperoleh pendidikan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan
16. Memperoleh hak lain sesyai dengan ketrentuan peraturan perundang-
undangan.
c. Hak anak yang sedang menjalani masa pidana anak (undang-undang peradilan
pidana anak) :
1. Mendapat pengurangan masa pidana
2. Memperoleh asimilasi

3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga
26



4.  Memperoleh pembebasan bersyarat
5. Memperoleh cuti menjelang bebas
6. Memperoleh cuti bersyarat
7. Memperoleh hak lain sesuai peraturan perundang-undangan
2. Perlindungan Hukum
a. Defenisi Perlindungan Hukum
Menurut Satjipto Rahardjo dalam buku Ilmu hukum, menyebutkan
bahwa:
“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi
manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan
kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan
oleh hukum”.*°
Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang
sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan
antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara
sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.
Sedangkan Menurut C.S.T.Kansil dalam buku pengantar hukum dan
hukum tata Indonesia:
“perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan

oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak

manapun”.3

%0 satjipto Rahardjo, “llmu Hukum” (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.
81 C.S.T.Kansil, “Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia “(Jakarta: Balai Pustaka,
1989), 102.
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Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara
hukum, pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yaitu:
1. Perlindungan Hukum Preventif

Diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat
besar artinya bagi tindak pemerintah didasarkan pada kebebasan bertindak karena
dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk
bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan preventif
terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu
pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukanb
kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan
sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan hukum ini
merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap
pelanggaran yang telah dilakukan.
b. Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya
demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara, fisik,
mental, dan sosial. Perlindungana anak merupakan perwujudan adanya keadilan
dalam suatu msyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan
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anak membawa akibat hukum,baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis
maupun hukum tidak tertulis.

Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis)
harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanaakn hak dan kewajibannya.
Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak
yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengikat secara hukum
(yuridis) anak beluk dibebani kewajiban.

Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar
dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat:®3
a. Yuridis (Hukum Publik, Undang-undang khusus maupun

Hukum perdata)
b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).

Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa
perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang

ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan

32 Marlina, “Peradilan Anak di Indonesia,” (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), 114.
33 Irma Setyowati Soemitro, “Aspek Hukum Perlindungan Anak” (Jakarta: Bumi Aksara,
1990), 10.
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anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan
penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan bagi semua
anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun
tujuan dari perlindungan anak sesuai yang tercantum dalam Undang-undang
nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak. **Cakupan pengertian perlindungan anak dan tujuan
perlindungan anak sejalan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang
perlindungan Anak dengan konvensi hak dan perlindungan HAM yang terdapat
dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22 B ayat (2)
“setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi .

Undang-undang Dasar Negara tahun 1945 selanjutnya dijadikan asas dan
landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-
undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa
penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila dan berdasarkan
Undang-undang dasar tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang konvenan
meliputi:

a. Non diskriminasi

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
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c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangan
d. Penghargaan terhadap anak.

Pasal 22 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan
anak menjelaskan "Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan
bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersedian
sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak ”.

c. Bentuk Perlindungan Hukum Anak

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak dibidang hukum
juga ditur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak dibidang
hukum juga ditur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Pasal 1 ayat 3 UU
No. 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan
belas) tahun. Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja
yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Pada saat proses peradilan
pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan,
perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi
anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami
perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai restorative

justice dan Diversi . Pengaturan ini dimaksud untuk menghindari dan
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menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

1)

2)

3)

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
Restoratif.

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam

Undang-Undang ini;

. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan

umum; dan

. pembinaan, pembimbingan, pengawasan,dan/atau pendampingan selama

proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau
tindakan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum,

proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang

berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak,

serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.
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Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam
berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam
Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan dari undang-undang
nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2
Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan
bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
meliputi:®
a. Perlindungan dibidang Agama

1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara,
pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial.
Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan,
pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagianak.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya

kesehatan yang komprehensif bagi anak.

2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak

% Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
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mampu  melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib
memenuhinya.
c. Perlindungan dibidang Pendidikan

1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan)

tahun untuk semua anak.

2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan
yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan
pendidikan luar biasa.

3) Anak yang memiliki keunggulan diberikank esempatan dan aksesibilitas
untuk memperoleh pendidikan khusus. Pemerinta hbertanggung jawab untuk
memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan
khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang
bertempat tinggal di daerah terpencil.

4) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan
kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya
di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang Sosial

1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak
terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan
pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib
mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat:

a) Berpartisipasi;
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b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan
agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan
tahapan usia dan perkembangan anak.

c) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi,berkreasi, dan berkarya seni
budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi  syarat
kesehatan dan keselamatan.

3) Anak terlantar karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya,
maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan
permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat
penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

d. Perlindungan Khusus

1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan hukum humaniter.

2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak
dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:

a) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman,
pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi ,jaminan keamanan, dan
persamaan perlakuan; dan

b) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak
yang mengalami gangguanp sikososial.

3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang

berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
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a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan
umumnya;

b. Pemisahan dari orang dewasa;

c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, Pemberlakuan
kegiatan rekreasional;

d. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam,
tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

e. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

f. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai
upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

g. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;

h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak,
dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

I. Penghindaran dari publikasi identitasnya;

J. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

k. Pemberian advokasi sosial;

I. Pemberian kehidupan pribadi;

m. Pemberian aksesibilitas, terutama bahi anak penyandang disabilitas;

n. Pemberian pendidikan;

0. Pemberian pelayanan kesehatan; dan

p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
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b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa
Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik,
mental, maupun sosial; dan

c. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai
perkembangan perkara.

5) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolas |
dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati
budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri,
dan menggunakan bahasanya sendiri.

6) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual, meliputi:

a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi
secara ekonom dan/atau seksual;

b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja,
lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan
eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

7) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan,dan
perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan,
pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

8) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik,

psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
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Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan
yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan,
dan pemberian sanksi.

9) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui
upaya :

a. Perlakuananak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

b. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan memperoleh perlakuan yang
sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh
mungkin dan pengembangan individu.

10) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran
dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh
pemerintah dan masyarakat.

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Definisi Tindak Pidana dan Tindak Pidana Anak

1. Defenisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan maksud strafbaar
feit. Strafbaar feit merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda dan
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam berbagai arti yaitu, tindak
pidana, delik, peristiwa pidana. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan
delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata “delictum”. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena

merupakan pelanggaran tehadap undang-undang tindak pidana.
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Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaam
tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik yang lazim diberi
pengertian peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana
sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak
pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu
pengertian dasar dalam ilmu hukum. Sebagai istilah yang dibentuk dengan
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak
pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit
dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti
yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan
dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.*

Menurut wirjono prodjodikoro dalam buku Azas-azas hukum pidana di
indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah:®’

“Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum
perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum Tata Usaha pemerintah, yang
oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana,
maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat
melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat
melanggar hukum

Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan

pidana dalam pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3 Zuleha, “Dasar-Dasar Hukum Pidana” (Yogyakarta : Deepublish, 2017), 38.
37 Prodjodikoro,Wirjono. “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,” (Bandung: Refika
Aditama, 2003), 17.
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dikenal “Azas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagium berbunyi sebagai
berikut:

“ Nullum Delictum nulla poena lege previa poenali ~ yaitu azas yang
menentukan bahwa tiap-tiap pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh
undang-undang.

Sebagai subjek dalam Strafbaarfeit, ketentuan ini dapat dilihat dari:®
1. Cara merumuskan Strafbaarfeit yaitu dengan kata-kata “barang siapa”. Dari
rumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “barang
siapa’” hanya manusia.
2. Hukuman yang dijatuhkan seperti:
a. Pidana pokok;
1) Pidana mati
2) Pidana penjara
3) Pidana kurungan
4) Pidana denda
5) Putusan
b. Pidana Tambahan
1) Pencabutan hak-hak tertentu
2) Perampasan barang-barang tertentu

3) Pengumuman putusan hakim

38 Satochid Kartanegara, “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah,” (Balai Lektur Mahasiswa ,
2001), 75.
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3. Hukuman pidana yang berlaku ini didasarkan pada kesalahan orang.
2.  Defenisi Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak merupakan tindak pidana khusus dimana aturan yang
mengatur pidananya tercantum dalam undang-undang sendiri yaitu; Undang-
undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.
Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah “Junivile Deliquency”,
yang dalam bahasa indonesia dikenal dengan beragam istilah, yaitu kenakalan
anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun jalin quersi
anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa Juvenile berarti anak
sedangkan Deliquency berarti Kejahatan. Dengan demikian Juvenile Delequency
adalah Kejahatan Anak, sedangkan apabila menyangkut subjek atau pelakunya,
maka Junivile Deliquency berarti penjahat anak atau anak jahat.

Romli Atmasasmita dalam bukunya Problematika kenakalan remaja
menyebutkan bahwa yang dimaksud, Juvenile Deliquency adalah:3®

“setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18

(delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran

terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan
perkembangan pribadi anak yang bersangkutan”.

Selain itu Kartini Kartono merumuskan Junevile Delequency adalah:*°

39 Atmasasmita, Romli. “Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja”, (Jakarta: Armico,
1983),
40 Kartini Kartono, “Pathologi sosial Kenakalan Remaja . (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 14.
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“perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda,
merupakan gejala sakit (patalogi) secara sosial pada anak-anak dan
remajg yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang
menyimpang”.

Juvenile Delequency merupakan istilah yang dalam bahasa Indonesia
melahirkan berbagai macam istilah dengan latar belakang pemikiran sendiri
sendiri. Salah satu terjemahan Juvenile Delinquency adalah perilaku delinkuensi
anak. Menurut Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak, terdapat dua kategori perilaku anak yang dapat membuat
seorang anak berhadapan dengan hukum yakni status offences dan criminal
offences. Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan
oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut,
membolos sekolah atau kabur dari rumah; sedangkan Criminal Offence adalah
perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap
kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-
anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki
kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap
kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak
mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai
kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis

yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang

telah dilakukannya.*!

41 Khumaidi Tohar, “Memahami Perilaku Delinkuensi dan Rasionalisasi” (Jakarta: 2007), 2.
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Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya
kejahatan yang dilakukan anak, yaitu:*?
1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/sosial
3. Faktor psikologis
Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan
manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain
seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus
menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab
terhadap perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran diri
dari orang tua anakyang bersangkutan bahwa anak juga berpotensi menjadi
pelaku perbuatan terlarang menurut hukum yang berlaku.*®
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Rumusan delik dalam menjabarkan ke dalam unsur-unsurnya maka akan
dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang
telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak
pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur

subjektif dan unsur objektif.

42 \Wagiati seotodjo, “Hukum Pidana Anak ” (Bandung PT Refika Aditama, 2006), 12.
43 Sudarsono, “Kenakalan Remaja,” (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 3.
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Menurut R. Abdoel Djamali peristiwa pidana yang juga disebut sebagai
tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang
dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan
sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur
tindak pidana tersebut terdiri dari:**

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum
dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum.
Dijadikannya titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh
undang-undang. Sifat unsur ini mengutamanakan adanya pelaku (seseorang
atau beberapa orang).

Menurut A. Fuad usfa, dalam bukunya “pengantar hukum pidana”
mengemukakan bahwa:*

1. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus dan culpa)

b. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat
(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

¢. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak

pidana pencurian.

4 R. Abdoel Djamali, “Pengantar Hukum Indonesia” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006), 175
4 A.Fuad Usfa, ”Pengantar Hukum Pidana” (Edisi Revisi, 2006), 83-84.
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d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam pasal
340 Kitab undang-undang hukum pidana)

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
a. Perbuatan manusia, berupa:
1) Act, yakni perbuatan aktif atau positif
2) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan
yang mendiamkan atau membuarkan.
b. Akibat (result) perbuatan manusia. Akibat tersebut membahayakan atau
merusak, bahkan  menghilangkan kepentingan-kepentingan  yang
diperintahkan oleh hukum misalnya, nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik,

kehormatan, dan sebagainya.
c. Keadaan-keadaan ( Circum stances)
Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan
perilaku dari hukum.
c. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Anak
Seorang anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak

nakal. Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang
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dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan
akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain.
Menurut Sudarsono, norma-norma hukum yang sering dilanggar oleh

anak-anak remaja pada umumnya adalah pasal-pasal tentang:*°
a. Kejahatan-kejahatan kekerasan

1) Pembunuhan

2) Penganiayaan

3) Pemerkosaan

4) Pemukulan

5) Intimidasi
b. Kejahatan terhadap suatu Benda

1) Pencurian biasa

2) Pencurian dengan pemberatan
c. Penggelapan
d. Penipuan
e. Pemerasan
f. Gelandangan
g. Narkotika

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan

bahwa tindak pidana anak merupakan salah satu dari pelanggaran yaitu:

a. Pelanggaran keamanan umum, seperti:

46 Sudarsono, “Kenakalan remaja,” (Jakarta: Rineka Cipta, 199), 32.
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1. Mabuk di muka umum dan merintangi lalu lintas, mengganggu ketertiban,
atau mengancam keamanan orang lain.
2. Menyebabkan kebakaran du muka umum
b. Melakukan pelanggaran terhadap ketertiban, meliputi:
1) Membuat kegaduhan, keramaian sehingga mengganggu masyarakat
2) Menggelandang
3) Penadah
4) Pemalsuan
5) Perusakan informasi di muka umum
c. Melakukan pelanggaran kesusilaan, meliputi:
1) Menyanyikan lagu, berpidato, dan menyebarkan tulisan yang melanggar
kesusilaan di muka umum.
2) Berzina
3) Berkata dusta.

d. Defenisi Kekerasan seksual

Kekerasan atau violence merupakan istilah yang terdiri dari dua kata,
yaitu “vis” yang berarti (daya, kekuatan) dan “latus” berati (membawa), yang
kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus besar bahasa
Indonesia memeberikan pengertian dalam arti sempit yaitu hanya mencakup

kekerasan fisik. Menurut KKBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat
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menyebabkan cidera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik
atau barang orang lain.*’

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan
sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang
berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan.
Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan
memusnahkan merupakan tindakan menodai dan menghancurkan kemuliaan
manusi sebagai makhluk Tuhan.*®

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu, kekerasan dan seksual,
yang di dalam bahasa inggris disebut “sexual hardness”. Kata hardnes
mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual
tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis
antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin.

Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa
bentuk, yaitu:*°
1. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan.

Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal

termasuk seksualitas dari dimensi biologis.

47 Muhlida H. Syaiful Tency dan Ibu Elmi, “Kekerasan Seksual dan Perceraian,” (Malang:
Intimedia, 2009), 17.
8 Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja
Samarinda Utara” Ejournal Sosial Tri-Sosiologi, Vol.6 No.4 2018: 17
49 https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas Diakses pada 12 juli 2023
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2. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam
membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada berbagai dimensi
kultural akhirnya membentuk seksual.

3. Psikologis: Seksualitas dilihat dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi
manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika
aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.

4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks
menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik berupa ucapan
ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat
orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dihendaki oleh orang lain
tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur
pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur kornan
tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan
seksual pada anak.>°
e. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

1.  Pelecehan seksual

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau
penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa inggris disebut “sexual
harassment”. Kata harass mengandung arti menggoda, mengganggu, atau

mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang

%0 Siti Amirah Hanifa, Skipsi “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media
Online” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. (Jakarta: 2018), 3.
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digoda atau diganggu tersebut. Sedangkan istilah sexual harassment diartikan
sebagai unwelcome attention atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang
secara hukum diartikan sebagai imposition of unwelcome sexual demands of
creation of sexually offensive evironments (pelaksanaan kehendak seksual atau
timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memeiliki pola
perilaku yang memang melecehkan secara seksual.**

Komnas perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan
seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan
sasaran oragan seksual atau seksualitas korban. Komnas perempuan juga
menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain,
ucapan bernuansa seksual, siulan, main mata, mempertunjukkan materi
pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh,
gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya
rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya
kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.>?
Unsur-unsur pelecehan seksual:®®

1. Tindakan-tindakan fisik dan/atau nonfisik
2. Berkaitan dengan seksualitas seseorang; dan
3. Mengabaikan seseorang merasa terhina,

4. terintimidasi, terendahkan, dan/atau dipermalukan.

51 Edi Setiadi, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindak Kekerasan . Op.Cit , 341.

52 Thoeng Sabrina (Ed), Komnas Perempuan, Modul Dan Pedoman Kekerasan Seksual: 15
Bentuk Kekerasan Seksual, Komnas Perempuan, 6.

53 Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, 96.
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Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur
dalam Buku Il Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang
kejahatan kesusilaan (pasal 281 sampai dengan pasal 303). Dalam XIV Kitab
undang-undang hukum pidana (KUHP) yang dimaksud dengan perbuatan cabul
adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan
keji, yang dilandasi dengan nafsu seksual. Sedangkan kejahatan kesusilaan
adalah peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan yang terjadi dalam
bidang kesusilaan, dimana bidang kesusilaan merupakan kelakuan yang
memandang nilai baik atau buruk yang berkaitan dengan masalah seksual, diatur
oleh hukum dan mempunyai sanksi.

2. Eksploitasi Seksual

Pengertian ekploitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 21
tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Yaitu,
tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tindak
terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudayakan atau praktik
serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
seseorang oleh pihak lain untuk keuntungan baik materi maupun inmaterial.

Tiga Unsur eksploitasi seksual yaitu:
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1. Tindakan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman
kekerasan, rangkaian kebohongan, nama palsu atau martabat palsu, dan/atau
penyalah gunaan kepercayaan;

2. Dilakukan dengan tujuan agar seseorang melakukan hubungan seksual
dengan dirinya dan/atau orang lain;

3. Dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya
sendiri atau orang lain.

3. Pemaksaan Kontrasepsi

Komnas perempuan menjelaskan, pemasangan alat kontrasepsi dan/atau
pelaksanann sterilisasi disebut sebagai pemaksaan ketika dilakukan tanpa
persetujuan secara utuh dari perempuan yang bersangkutan, karena sebelumnya
tidak mendapat informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk
dapat memberikan persetujuan®*. Tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah
upaya yang dilakukan seseorang untuk mengatur, menghentikan, dan/atau
merusak organ, fungsi, dan/atau sistem reproduksi orang lain dengan kekerasan,
ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalagunaan
kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kemampuan untuk menikmati
hubungan seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem
reproduksinya, dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan, diancam pidana

pemaksaan kontrasepsi.

%% Thoeng Sabrina (Ed),Komnas Perempuan, Modul Dan Pedoman Kekerasan Sesksual:15
Bentuk Kekerasan Seksual ,Komnas Perempuan, 6.
Https://Www.Komnasperempuan.Go.ld/File/Pdf/Modul%20dan%20pedoman/Kekerasan%
20seksual/15%20BTK%KEKERASANY%20SEKSUAL.PDF
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Terdapat dua unsur tindak pidana pemaksaan Kontrasepsi yaitu:

1. Tindakan mengatur, menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi, dan/atau
sistem reproduksi orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekeraan, tipu
muslihat, rangkaian kebohongan atau penyalagunaan kekuasaan.

2. Mengakibatkan seseorang kehilangan kemampuan untuk menikmati hubungan
seksual dan/atau kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya
dan/atau tidak dapat melanjutkan keturunan.

4. Pemaksaan Aborsi

Istilah aborsi diserap dari bahasa inggris yaitu abortion yang berasal dari
bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Kamus
bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai aborsi yaitu, terpencarnya
embrio yang tidak mungkin hidup sebelum habis bulan ke-empat dari kehamilan,
aborsi bisa juga diartikan sebagai pengguguran janin atau embrio setelah
melebihi masa dua bulan kehamilan. Sedangkan secara medis adalah matinya
dan dikeluarkannya janin sebelum kehamilan berusia 20 minggu (dihitung dari
haid terakhir).

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan
bahwa aborsi merupakan perbuatan yang dilarang, kecuali terhadap indikasi
kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Undang-undang ini
memperbolehkan dilakukannya aborsi atas pertimbangan untuk menghindarkan
trauma psikologis bagi korban pemerkosaan, yang dalam pelaksanannya hanya
dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasihatan pratindakan dan

diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang
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kompeten dan berwenang. Secara Impilist, Undang-undang kesehatan
memastikan bahwa aborsi bukan karena paksaan.®®
Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua unsur tindak pidana
pemaksaan aborsi yaitu:°®
a. Perbuatan memaksa orang lain menghentikan kehamilan
b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu
muslihat, rangkaian kebohongan, penyalagunaan kekuasaan, atau
menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan
yang sesungguhnya.
5. Pemerkosaan
Pemerkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KKBI) berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa
berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan.
Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatannya
memperkosa dengan kekerasan. Menurut Kamus Besar Indonesia (KKBI) unsur
utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku
kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan
melanggar hukum.®’
Menurut R.Sugandhi (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan: 2001, 40),

mengemukakan bahwa :

% Naskah Akademik RUU “Penghapusan Kekerasan Seksul”, 76.

% Naskah Akademik RUU “Penghapusan Kekerasan Seksual *, 97.

57 https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa Diakses Tanggal 5 September 2023
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“Pemerkosaan adalah seseorang pria yang memaksa pada seorang yang

bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan

ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk
ke dalam lubang kemaluan seseorang wanita yang kemudian
mengeluarkan air mani”.

Secara umum pemerkosaan dapat diartikan sebagai pemaksaan kehendak
dari suatu pihak kepada pihak lainnya, tanpa memperdulikan hak, kepentingan
serta kemauan pihak lain yang dipaksa untuk maksud keuntungan atau
kepentingan pribadi bagi pihak pemaksa. Sedangkan dalam pasal 285 kitab
undang-undang hukum pidana menjelaskan bahwa pengertian pemerkosaan
adalah delik yang dengan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan
yang bukan istrinya, ancaman mana dimaksud agar perempuan tersebut tidak
berdaya sehingga dapat disetubuhi.

Adapun unsur-unsur terkandung dalam pasal 285 kitab undang-undang
hukum pidana yang dapat dijadikan syarat atau dasar terhadap delik
pemerkosaan yaitu:°®
a. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan
b. Adanya paksaan
c. Dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya

d. Paksaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu

dimaksudkan untuk bersetubuh dengannya.

8 Marpaung Leden, “Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya” (Sinar
Grafika: 2008)
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6. Pemaksaan Perkawinan
Tindak pemaksaan perkawinan adalah setiap orang Yyang
menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau
tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis
lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang
sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Tindak pidana pemaksaan
perkawinan tersebut mencakup juga perkawinan anak. Terdapat tiga unsur
tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:®®
a. Tindakan seseorang melakukan perkawinan;
b. Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau
ancaman
c. kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan,
maupun tekanan psikis lainnya;
d. Mengabaikan seseorang ' tidak dapat memberikan persetujuan yang
sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.
7. Pemaksaan Pelacuran
Pemaksaan pelacuran adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh
seseorang dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman
kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas atau martabat palsu, atau

penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud

%9 Naskah Akademik RUU “Penghapusan Kekerasan Seksual “, 98.
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menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. Tedapat tiga unsur tindak
pidana pemaksaan pelacuran, yaitu:

a. Tindakan memelacurkan seseorang;

b. Dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman

kekerasan,

o

rangkaian kebohongan, nama, identitas atau

o

. martabat palsu, dan/atau penyalahgunaan kepercayaan.

@D

. Untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.
8. Perbudakan Seksual

Tindak pidana perbudakan seksual adalah tindakan kekerasan seksual
berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan/atau
pemaksaan pelacuran yang dilakukan kepada orang lain dengan cara membatasi
ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, untuk tujuan menempatkan
orang lain tersebut melayani kebutuhan seksualnya atau pihak lain dalam jangka
waktu tertentu. Terdapat tiga unsur tindak pidana perbudakan seksual:

a. Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual,
pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan dan/atau pemaksaan pelacuran.

b. Dilakukan dengan membatsi ruang gerak atau mencabut kebebabsan orang.
Dilakukan untuk tujuan menempatkan orang melayanim kebutuhan
seksualnya atau orang lain dalam jangka tertentu.

9. Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang

yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelecehan seksual, eksploitasi seksual,
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pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan

perkawinan, dan/atau pemaksaan pelacuran, untuk suatu tujuan tetapi tidak

terbatas pada:

a. Memperoleh keterangan atau pengakuan dari korban, saksi, atau orang ketiga;

b. Memaksa korban, saksi atau orang ketiga untuk tidak memberikan keterangan
atau pengakuan

c. Menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang
diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk
mempermalukan atau merendahkan martabatnya, dan/atau

d. Tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.

Tindak pidana penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh aparatur
dan/atau lembaga negara, perorangan, kelompok perorangan dan/atau korporasi.
Dengan demikian terdapat dua unsur penyiksaan seksual, yaitu:

a. Satu atau lebih tindakan kekerasan seksual
b. Dilakukan dengan sengaja .

Untuk suatu tujuan tetapi terbatas pada kepentingan memperoleh
keterangan atau pengakuan saksi dan/atau korban atau orang ketiga, memaksa
saksi dan/atau korban atau dari orang Kketiga untuk tidak memberikan
penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun
oleh orang lain untuk mempermalukan atau merendahkan martabatnya, dan/atau

tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi.
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10. Pencabulan
Pencabulan mencakup banyak hal yang berbeda, dari menyentuh korban
secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku secara seksual, hingga
memaksa korban melihat organ tubuh seksual atau kegiatan seksual.
4. Tinjauan Hukum Islam
Sebelum kita berbicara tentang hukum Islam terlebih dahulu kita pahami
makna Islam (sebagai agama) yang menjadi induk atau sumber hukum Islam itu
sendiri. Sebabnya adalah karena hukum Islam berbeda dengan hukum Eropa yang
memisahkan iman atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan, dalam sistem
hukum Islam pemisahan yang demikian tidak mungkin dilakukan karena selain
hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, juga dalam sistem ajaran Islam,
hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama dalam

arti sempit seperti dipahami dalam sistem hukum Eropa.

Penjelasan dalam sistem hukum Islam, selain dengan agama atau iman,
hukum juga tidak boleh dicerai pisahkan dari kesusilaan atau akhlak. Sebabnya
adalah karena ketiga komponen inti ajaran Islam itu, yakni iman atau agama dalam
arti sempit, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian
kesatuan yang membentuk agama Islam. Agama Islam tanpa hukum dan

kesusilaan; bukanlah agama Islam. €°

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian

agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang

80 Mohammad Daud Ali, “Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, Ed. 6, Cet. Ke-19”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 20.
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perlu dijelaskan terlebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak
diketahui persis makananya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) hukum, (2)
hukh dan ahkam, (3) syariah atau syariat, (4) figih atau figh dan beberapa kata

lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.

Jika kita berbicara mengenai hukum, secara sederhana segera terlintasdalam
pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah
laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa
kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau
norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya
mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga
berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat.
Hukum Barat melalui asas konkordansi, sejak pertengahan abad ke-19 (1855)
berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi seperti hukum barat adalah hukum
yang sengaja dibuat manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam
masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang- undangan (Barat), yang
diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan berada
dalam masyarakat.®*

Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam, termasuk anak-anak.
Islam menyatakan bahwa anak-anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan

dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup

%1 Mohammad Daud Ali, ”Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam
dilndonesia”, Ed. 6, Cet. Ke-19, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 42-43.
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dan melindungi dirinya sendiri.

Berbagai ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi saw. menyatakan bahwa anak
merupakan karunia dan sekaligus amanah yang diberikan Allah kepada kedua
orang tuanya. Kedua orang tua, ibu dan bapak, bersama-sama mempunyai
kewajiban untuk memelihara dan menjaga karunia dan amanah itu dengan sebaik-
baiknya, sehingga anak tidak menjadi penyebab kesengsaraan bagi kedua orang
tuanya, dan sebaliknya kedua orang tua juga tidak menjadi penyebab
kesengsaraanbagi anak-anaknya.5?

Pada tatanan masyarakat Arab pra-Islam, anak-anak tidak mendapatkan
perlakuan yang semestinya, terutama anak-anak perempuan. Nurcholish Madjid
menyatakan bahwa kedudukan perempuan yang cenderung direndahkan
merupakan salah satu ciri utama tatanan masyarakat Arab pra-lslam.®® Hal itu
ditunjukkan dengan dinginnya sambutan atas kelahiran anak perempuan; suatu
pandangan hidup yang dalam al-Qur’an banyak disindir dengan nada kutukan.
Dinginnya sambutan atas kelahiran bayi perempuan tersebut merupakan indikasi
adanya semangat seperti yang melatarbelakangi praktik Jahiliyah yang terkutuk,
yaitu pembunuhan bayi perempuan (wa d al-banat), dan merupakan refleksi dari
adanya pandangan yang rendah terhadap perempuan dalam masyarakat.

Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak,

selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Sebenarnya negara

62 Terjemahan Q.S. Al-Bagarah (2): 233.

% Nurcholish Madjid, “Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi
Doktrin Islamdalam Sejarah”, (Jakarta: Paramadina, 2008), 233 — 234.
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bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak.
Hanya saja dalam prakteknya masih belum maksimal. Di sinilah peran agama,
dalam hal ini Islam, perlu lebih ditonjolkan mengingat sebagian besar masyarakat
kita adalah muslim. Bagaimana Islam menuntun umatnya memberikan
pelindungan terhadap anak. Inilah yang menjadi kajian sentral dalam tulisan ini.
Poin pembahasannya meliputi, bagaimana Islam memandang seorang anak, apa
saja hak-hak anak atas orang tuanya, dan bagaimana seharusnya perlindungan

terhadap anak menurut sudut pandang Islam.
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C. Kerangka Pikir

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL KASUS
PUTUSAN NOMOR 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp
(PERSFEKTIF HUKUM ISLAM)

l

Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Pelaku Tindak
Pidana Kekerasan Seksual di

Pengadilan Negeri Palopo

Faktor yang Menjadi
Kendala Dalam Perlindungan
Hukum Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Kekerasan

Seksual di Pengadilan Negeri

Perlindungan Hukum
Terhadap Anak dalam

Perspektif Hukum Islam

TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
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BAB Il1

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan Kasus (Case Approach) dengan
menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang diangkat. Pendekatan ini
menekankan bahwa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum.
Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis
metode penelitian Empiris. Penelitian ini menekankan pada implementasi disetiap
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. 5
B. Lokasi Penelitian
Dalam melakukan penelitian guna mendapatkan data atau informasi
penulis melakukan penelitian di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, JI.
Andi Djemma No. 126, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.
C. Definisi Istilah
1. Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo dalam buku IImu hukum,
menyebutkan bahwa:
“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi
manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan
kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan
oleh hukum”.%®

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang

sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan

84 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Perss 2020), 85.
% Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum” (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.
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antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat

secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

. Tindak pidana anak merupakan tindak pidana khusus dimana aturan yang

mengatur pidananya tercantum dalam undang-undang sendiri yaitu; Undang-

undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang

nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak.

. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata yaitu, kekerasan dan seksual, yang di

dalam bahasa inggris disebut sexual hardness. Kata hardnes mempunyai arti

kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat

dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara

perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin.
Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk,

yaitu:

. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan.

Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal

termasuk seksualitas dari dimensi biologis.

. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam

membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada berbagai dimensi

kultural akhirnya membentuk seksual.

. Psikologis: Seksualitas dilihat dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi

manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika

aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
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D.

E.

4. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks

menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.
Teknik Pengumpulan Data
1. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

Studi Pustaka, Yaitu dilakukan untuk mengumpulkan data-data mengenai
dasar hukum yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap anak
sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dengan membaca, mengutip,
dan mempelajari artikel-artikel online yang sesuai dengan permasalahan pada
pokok pembahasan.

2. Studi lapangan, melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dengan
menggunakan teknik interview secara langsung ke lapangan dengan
menggunakan teknik interview atau wawancara.

3. Interview atau wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua
orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam interview atau
wawancara ada dua pihak yang menempati tempat yang berbeda. Dimana
pihak yang satu sebagai pencari informasi dan pihak yang satu sebagai pemberi

informasi.

Jenis dan Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan proposal ini

yaitu meliputi:

% Siti Amirah Hanifa, Skripsi “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media
Online” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2018, 3.
66



1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan
penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan
penelitian melalui wawancara.

2. Data sekunder, yaitu data-data yang bersumber dari bahan kepustakaan
yang meliputi peraturan perundang-undangan serta kumpulan-kumpulan
artikel hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam
penelitian ini.®’

Teknik Analisis data

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan analisis data
kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada
dilapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari

kepustakaan.®®

7 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Perss 2020), 90.
8 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Perss 2020), 95.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan merupakan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem
peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pengadilan yang
berada di kota Palopo merupakan Pengadilan Negeri karena kedudukannya berada
di ibukota Kota Palopo dengan daerah Hukum meliputi wilayah kota palopo yang

berada di JI. Andi Djemma, nomor 126, sulawesi selatan, telpon/fax (0471) 21004.5°

B. Gambaran Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/PIp)

1) Identitas Pelaku

Nama - Inisial MA
Tempat lahir : Palopo
Umur/tanggal lahir : Mei/ 2008
Alamat : Kota Palopo
Agama . Islam
Pendidikan : SD tidak tamat
Pekerjaan : Tidak ada

2) Berikut adalah data mengenai kasus perkara pidana anak dengan nomor
putusan nomor 16/pid.sus.anak/2021/PN Plp:
1. Bahwa pelaku MA yang masih berusia 13 tahun , pada hari Minggu tanggal

21 juni 2021, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu

89 https://www.pn-palopo.go.id
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waktu dalam tahun 2021, bertempat disebuah rumah kosong di Kota Palopo
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan
Negeri Palopo dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul, dengan cara:

Berawal ketika korban Inisial S dan Inisial R serta K sedang bermain di
rumah Inisial R, kemudian Pelaku Si MA datang dan memanggil korban S
dan menyampaikan kalau ada bapak korban disana sehingga korban mau
mengikuti pelaku, namun Pelaku membawa Korban ke Rumah kosong dan
menyuruh Korban masuk kedalam rumah tersebut. Setelah korban masuk
kemudian si pelaku mengunci pintu rumah dan menyuruh korban untuk
membuka celananya dan menungging. Pelaku lalu membuka celana Korban
lalu menggosok-gosokan alat kelaminnya di pantat Korban dan membuat
Korban berteriak kesakitan dan menangis ketika Pelaku memasukkan alat
kelamin di dalam pantat korban. Saksi Inisial HA mendengar teriakan
Korban lalu menuju rumah kosong dan melihat perbuatan Pelaku dan
berusaha membuka pintu namun terkunci tapi tidak lama kemudian Korban
keluar dari pintu rumah dalam keadaan menangis.

Berdasarkan hal tersebut Pelaku Si A terbukti bersalah melakukan tindak
pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan,

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
69



perbuatancabul, sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 1 undang-undang
nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang
perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak.

. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) lembar baju merk Sielie warna biru muda dengan motif bunga
b. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru muda dengan motif bunga

. Kemudian diperkuat berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah sakit
Kota Palopo Nomor:XX/VIS/IRM/RSUD.SWG/PLP/VI1/20XX tanggal 22
Juni 2021, yang dibuat dan di tandatangani oleh dr.X, dengan hasil

pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum : Baik

Kepala : tidak ada kelainan

Leher : tidak ada kelainan

Badan . lecet pada anus dan sekitarnya

Anggota gerak atas : tidak ada kelainan

Anggota gerak bawabh : tidak ada kelainan

Kesimpulannya: Tampak luka lecet pada anus dan sekitarnya akibat trauma
tumpul.

. Menjatuhkan terhadap pelaku anak si MA berupa pembinaan dalam
lembaga di Balai Rehabilitas Sosial Anak yang membutuhkan Perlindungan
Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 2(dua) tahun, pidana

pelatinan kerja pengganti pidana denda di Balai Rehabilitas Sosial Anak
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yang membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli
Makassar selama 6 (enam) bulan, yang dilakukan pada siang hari untuk
jangka waktu 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari pada waktu yang tidak
mengganggu jam belajar anak.
Hal ini dilakukan dengan pertimbang:
1. Anak masih berusia 13 tahun
2. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
3. Anak masih membutuhkan perhatian pembinaan khusus
4. Kondisi orang tua dinilai kurang mampu membina, membimbing dan
mengawasi anak
5. Kilain bersedia memenuhi syarat- syarat pembimbingan dan pengawasan
oleh PK Bapas.”
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/Plp) di Pengadilan
Negeri Palopo
Menurut C.S.T Kansil, Perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang
harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik
secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak
manapun’t. Dalam undang-undang perlindungan anak, perlindungan anak adalah

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

70 Putusan nomor 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Plp
I C.S.T.Kansil, ”Pengantar hukum dan tata hukum indonesia” (Jakarta: Balai Pustaka,
1989), 102.
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hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak juga merupakan perlindungan bagi
semua anak tanpa terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum,
dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai yang tercantum
dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Hakim lustika Puspa Sari,
pada tanggal 10 Juli 2023, terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak
pelaku tindak pidana kekerasan seksual menyatakan bahwa:

“Anak perlu dilindungi karena mental psikologis dan situasi anak yang

pada dasarnya masih labil atau tidak dapat membedakan mana perbuatan

yang dapat merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain”"?

Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik
tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, dan juga periode
terbatas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya
diawal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya
kelak. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang meneruskan perjuangan
dan cita-cita bangsa, mereka harus diarahkan yang benar agar tidak terjerumus pada
perilaku menyimpang. Anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang dapat

merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang disekitarnya baik kerugian

secara mental, fisik maupun sosial, mentasikologis dan situasi anak yang pada
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hakikatnya masih belum dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan
yang menimbulkan kerugian.

Penyimpangan yang dilakukan oleh anak disebut dengan junivile
delequency atau anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang dapat disebut
berkonflik dengan hukum ialah yang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18
tahun. Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak
yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana
yang dilakukan oleh anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi.
Hakim Dr. lustika Puspa Sari, S.H., M.H. mengatakan Perbedaan proses peradilan
tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan pasal 3 undang-undang Sistem
peradilan pidana anak yang mengatur hak setiap anak dalam proses peradilan
pidana dan juga dalam undang-undang perlindungan anak mengenai perlindungan
khusus terhadap anak berkonflik dengan hukum, diantaranya:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan
umurnya

2. Dipisahkan dari orang dewasa

3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

4. Melakukan kegiatan rekreasional

5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak
manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya

6. Tidak dijatuhi hukuman pidana mati atau pidana seumur hudup

7. Tidak ditangkap, ditahan, atau penjara , kecuali sebagai jalan terakhir
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8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan
dalam sidang yang tertutup untuk umum

9. Tidak dipublikasikan identitasnya

10. Memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak

11. Memperoleh advokasi sosial

12. Memperoleh kehidupan pribadi

13. Memperoleh aksesbilitas, terutama bagi anak cacat

14. Memperoleh pendidikan

15. Memperoleh pelayanan kesehatan

16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perlindungan terhadap anak baik anak yang berkonflik dengan hukum
dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara
fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak dimaksudkan sebagai perwujudan
adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak
diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Hukum perlindungan anak yang tertuang dalam undang-undang harus menjamin
anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Selain perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di
tegaskan dalam undang-undang sistem peradilan anak dan undang-undang
perlindungan anak, Adapun perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak
pidana dalam hal ini kekerasan seksual melalui wawancara dengan hakim yaitu:

1. Pemberian/pendampingan penasehat Hukum
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Penasehat hukum adalah orang yang memberikan bantuan atau nasehat
hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasehat
hukum, baik secara mata pencarian atau tidak, yang disebut sebagai
pengacara/advokad.

Menurut Kitab Undang-undang hukum acara pidana penasehat hukum
adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam oleh undang-
undang untuk memberi bantuan hukum.

Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum,
proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak salah satunya yaitu
pendampingan penasehat hukum hal tersebut juga sesuai dengan hak-hak anak dan
perlindungan terhadap anak yang memberikan bantuan hukum/ pemberian
advokasi kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-undang
sistem peradilan pidana anak menyatakan jika setelah dilakukannya penangkapan
atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai
hak anak memperoleh bantuan hukum.

Hal serupa juga dikatakan Hakim lustika Puspa Sari, bahwa :

“...Setiap anak yang berhadapan dengan hukum akan didampingi oleh

penasehat hukum agar nantinya hak-hak anak dapat terpenuhi secara
maksimal dan optimal”.”

Anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum wajib di dampingi

oleh penasehat hukum dari tahap penyelidikan, penyidikkan, penuntutan , dan
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pemeriksaan anak di pengadilan hal ini dilakukan agar hak-hak anak dapat
dijalankan secara maksimal dan optimal. Pendampingan penasehat hukum
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak yang
berpegang pada prinsip “kepentingan terbaik anak”, sehingga setiap anak yang
terlibat tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan dari Negara, yang
dilakukan oleh dinas sosial sebagai wakil negara atau pemerintah.

Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan
perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah
satu bentuk penghormatan hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum
sehingga setiap anak yang berkonflik dengan hukum wajib didampingi oleh
penasehat hukum. Dengan adanya pemenuhan hak-hak, maka anak dapat
terhindar dari penangkapan dan penahan dengan dalil agar anak tidak melarikan
diri dari penyedik, pemberian keadilan anak di muka persidangan dan identitas
anak dirahasiakan dari publik serta persidangnya dilakukan secara tertutup.

Hal ini telah sejalan dengan kasus pidana anak dengan nomor putusan
16/pid.sus.anak/2021/PN.PLP yang penulis teliti bahwa tersangka si MA yang
berusia 13 tahun pada saat itu melakukan tindakan pidana pencabulan dalam
proses perkaranya di dampingi oleh Lembaga Penasehat Hukum (LBH) Bumi
sawerigading, kemudian Lembaga Bantuan Hukum Bumi sawerigading
mendampingi anak dalam proses penyelesaiannya kasusnya terutama untuk
mengusahakan diadakannya upaya diversi yang menyelesaikan kasus perkara
anak di luar proses peradilan dengan melibatkan anak pelaku, korban dan orang

tua/wali pelaku/korban untuk mewujudkan Restoratif Justice.
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Tidak hanya penasehat hukum yang mempunyai peran penting dalam
mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum tetapi juga Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) yang berperan dalam proses peradilan anak, dimana
Balai pemasyarakatan merupakan salah satu pihak yang terlibat selama proses
peradilan anak mulai dari anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa
hukumnya.

Hasil wawancara oleh Hakim lustika Puspa Sari, juga mengatakan
bahwa:

“selain penasehat hukum Balai pemasyarakatan juga berperan penting

dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum”

Balai pemasyarakatan mempunyai peran penting dalam proses peradilan
anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran balai pemasyarakatan
dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum terbagi jadi 3 tahap,
yaitu: sebelum pengadilan ( yakni penyidikkan), tahap sidang pengadilan yakni
pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan yakni pengawasan dan
pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hal ini Balai
pemasyarakatan juga merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam musyawarah
diversi.

Berdasarkan dengan wawancara diatas, maka peneliti dapat

mengemukakan bahwa peran dan fungsi Balai pemasyarakatan dalam menangani
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perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting demi tercapainya
tujuan dari sistem peradilan pidana anak.
2. Pendampingan Orang Tua
Orang tua merupakan sarana pembelajaran primer dan paling penting
bagi anak, memiliki peran utama dalam pembentukkan kepribadian anak. Ketika
anak sudah berkonflik dengan hukum maka orang tua harus bisa memberikan
dukungan moral.
Dalam wawancara dengan Hakim lustika Puspa Sari pada 10 Juli 2023
bahwa:
“Pendampingan dan peran orang tua sangat penting bagi anak untuk
memberikan dukungan secara psikis dan mentasikologis, terlebih dalam
proses persidangan anak selalu di upayakan diversi, dan sebelum
menjatuhkan putusan orang tua diminta memberikan pendapatnya yang
bermanfaat bagi anak pelaku”’®
Anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri, anak membutuhkan orang
lain untuk bisa melindunginya, yang dimaksud orang lain ialah orang tua. Orang
tua harus bisa melindungi anak dari berbagai macam tindakan yang dapat
menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Dalam kasus kejahatan yang

dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya merupakan kesalahan anak, karena anak

tidak mengetahui hal-hal yang baik dan benar, dan memiliki pola fikir seperti orang
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dewasa. Menurut Nursairani Simatupang Faisal, orang tua memiliki peran penting
dalam tumbuh kembang anak, dapat memanilisir anak melakukan penyimpangan. "

Salah satu perlindungan yang diberikan kepada anak berkonflik dengan
hukum yaitu pemberian pendampingan orang tua sehingga anak dapat merasa
nyaman dan kuat dalam menjalani persidangan. Orang tua wajib mendampingi
anak selama proses persidangan dan selama pemeriksaan orang tua tetap hadir,
karena orang tua akan diminta oleh hakim untuk mengemukakan hal ihwal yang
bermanfaat bagi anak sebelum hakim mengucapkan putusan. Adapun tujuan
diberikannya kesempatan kepada orang tua untuk memberikan pendapat adalah agar
anak memperoleh perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,
sehingga saat ada orang tua dalam lingkup persidangan memberikan dukungan
psikis dan moral bagi anak dan anak dapat terhindar dari traumatik, dan gangguan
mentasikologis.
3. Perlakuan anak dalam peradilan pidana

Peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian
perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari proses penyidikkan,
penuntutan, pemeriksaan dan persidangan hingga tahap pembimbingan setelah
menjalani proses pidana. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda
dengan perlakuan terhadap usia dewasa dalam peradilan.

Hakim lustika Puspa Sari, menyatakan:

“Setiap anak yang berhadapan dengan hukum dalam persidangan
diperlakukan dalam keadaan bebas tanpa tekanan, para penegak hukum

76 Nursairani Simatupang Faisal “Hukum perlindungan anak” (Jakarta: CV.Pustaka Prima,
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tidak memakai toga/pakaian dinas hal ini dilakukan agar mentasikologis

anak tidak terganggu atau mengalami trauma sehingga suasanan nyaman

bagi anak dapat tercipta”’’

Dalam persidang anak harus diperhatikan anak secara khusus jangan
memperlakukan anak seperti orang dewasa karena trauma yang dialami oleh anak
apalagi dialami dalam pengalaman pertama akan selalu berbekas terhadap jiwa dan
perkembangan anak. Dalam peradilan anak ditegaskan agar, hakim,penuntut
umum, penyidik, penasehat hukum serta petugas lainnya dalam sidang tidak
memakai pakaian dinas. Menurut Nursairani Simatupang Faisal, dalam tahap
persidangan Hakim anak sebagai pemutus perkara perlu memperhatikan sejumlah
pertimbangan, baik dari anak maupun orang tua dan pihak-pihak lain yang terkait
agar putusannya dapat menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.’

Dalam sidang anak faktor kemanusiaan merupakan sesuatu hal yang
harus melandasi pemikiran penegak hukum terutama hakim. Sidang anak
sesungguhnya bukan ditujukan untuk melegalisasi pemberian penderitaan terhadap
pelaku atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan salah satu sarana untuk
mewujudkan tujuan pidana dan pemidanaan yaitu perlindungan masyarakat.
Pemahaman terhadap proses penangan perkara anak masih ada sebagian kalangan
masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang

memunculkan penilaian fatal bilamana terjadi penilaian bahwa penanganan

terhadap anak khususnya anak berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan
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istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal hanya
proses penanganannya saja diatur secara khusus.

Pemeriksaan pada tahap Sidang anak dilakukan oleh hakim tunggal,
kecuali jika anak diancam pidana 7 tahun atau sulit pembuktiannya maka ketua
Pengadilan negeri dan majelis hakim turut dalam pemeriksaan. Dalam upaya
memberikan perlindungan terhadap anak dalam sidang anak, segala aktivitas yang
dilakukan oleh Hakim atau pejabat humum lainnya harus didasarkan apada suatu
prinsip demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan
menjatuhkan pidana atau tindakan harus didasarkan pada kriteria yang paling
menguntungkan anak yang bersangkutan.

4. Diversi

Menurut undang —undang sistem peradilan pidana anak, diversi adalah
pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar proses
peradilan pidana.”

Hakim lustika Puspa Sari, menyatakan :

“Dalam hal penyelesain perkara pidana anak, pengadilan anak

mengupayakan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi fisik

maupun psikologis, dan juga ada namanya diversi yang di upayakan
untuk menyelesaikan perkara anak di luar peradilan pidana anak’’°

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini

mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai

Restorative justice dan Diversi . Pengaturan ini dimaksud untuk menghindari dan
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menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyelesaian perkara pidana anak
melalui jalur diversi dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan, oleh sebab
itu diversi menjauhkan anak dari dampak-dampak buruk yang dapat mengganggu
perkembangan dan masa depan anak, Diversi selalu memperhatikan hak-hak anak.
Hal ini sejalan dengan pendapat Nursariani situmang faisal bahwa tidak semua
penyelesain perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui jalur peradilan
formal tetapi juga dapat melalui diversi.®!

Prinsip pendekatan restoratif justice dengan melalui diversi sebenarnya
telah ada sejak lama di Indonesia, dan lebih dikenal dengan istilah proses
penyelesaian secara kekeluargaan. Diversi merupakan sebuah pendekatan yang
menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau yang ditimbulkan
oleh perbuatan pidana dengan melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam
penyelesaiannya masalahnya atau dengan menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula (restitution in integrum), dan bukan pembalasan.

Proses diversi harus dilaksanakan pada setiap tingkatan pemeriksaan
yaitu, penyidikian, penuntutan, dan persidangan anak. Jika salah satu tingkat tidak
dilaksanakannya diversi maka terdapat ancaman administrasi yang diberikan bagi
pejabat atau petugas yang melanggar upaya diversi yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan tujuan diadakannya diversi yaitu untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
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2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak
Namun tidak semua tindak pidana anak dilakukan upaya diversi. Diversi
dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan/ syarat diadakannya diversi:
1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi sebelumnya telah dilakukan dalam tiap tingkatan pemeriksaan hal
tersebut sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang
mewayjibkan upaya diversi di setiap tingkat pemeriksaan:

a. Diversi pada tingkat penyidikkan
Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, maka penyidik wajib bersyarat
untuk meminta pertimbangan dan sara tertulis dari Balai pemasyarakatan
(Bapas), lalu hasil penelitian kemasyarakat wajib diserahkan oleh balai
pemasyarakatan dalam waktu 3x24 jam setelah permintaan penyidik, penyidik
mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikkan
dimulai dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya
diversi. Ketika diversi tercapai maka dituangkan dalam berita acara diversi
disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkatan
pemeriksaan pengadilan negeri sesuai dengan wilayah hukum paling lama 3

hari sejak kesepakatan diversi tercapai, namun jika diversi tidak tercapainya
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maka penyidik melimpahkan perkara ke penuntut umum serta hasil penelitian
kemasyarakat dari balai pemasyarakatan.
b. Diversi pada tingkat penuntut umum
Penuntut umum mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari
setelah menerima berkas perkara dan penyidikkan dan proses diversi
dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversiKetika diversi
tercapal maka dituangkan dalam berita acara diversi disampaikan oleh atasan
pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkatan pemeriksaan pengadilan
negeri sesuai dengan wilayah hukum paling lama 3 hari sejak kesepakatan
diversi tercapai, namun jika tidak tercapai penuntut umum membuatkan berita
acara untuk diserahkan dan dilimpahkan kepada pengadilan anak.
c. Diversi pada tingkat pemeriksaan di sidang anak

Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh
ketua pengadilan negeri. Pada praktik peradilan yang melakukan diversi
tersebut sebagai fasilator yakni hakim anak. Musyawarah kembali dilakukan
dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilakukan untuk mecapai
kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Ketika diversi
tercapai maka dituangkan dalam berita acara diversi disampaikan oleh atasan
pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkatan pemeriksaan pengadilan
negeri sesuai dengan wilayah hukum paling lama 3 hari sejak kesepakatan
diversi tercapai, namunjika gagal perkara dilanjutkan ke tahap persidangan,
dimana selanjutnya hakim anak mnelanjutkan persidangan sesuai dengan

prosedur persidangan anak.
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas di tambah beberapa
literatur, maka analisis penulis terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak
pelaku kekerasan seksual bahwa, anak sebagai pelaku criminal harus diberikan
perlindungan karena mentalsikologis dan situasi anak yang pada dasarnya masih
labil atau tidak dapat membedakan mana perbuatan yang dapat merugikan baik
dirinya sendiri maupun orang lain, yang dimaksud dengan anak dalam undang-
undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak ialah yang telah berusia 12
tahun dan belum genap berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana
sedangkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 anak ialah seseorang yang belum
berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.

Adapun beberapa perlindungan hukum yang diberikan kepada anak
berdasarkan hasil wawancara dengan I1bu Hakim lustika Puspa Sari, yaitu:

1. Diversi

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai
pelaku maupun korban telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak
dan undang-undang sistem peradilan anak dimana dari kedua undang-undang
tersebut selalu mengupayakan adanya diversi disetiap proses persidangan anak,
Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dil luar proses
pengadilan. Dalam hal penyelesaian perkara pidana anak, pengadilan anak
mngupayakan kepentingan terbaik untuk anak, baik dari segi fisik maupun
psikologis,

2. Pendampingan penasehat hukum
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Anak yang berhadap dengan hukum akan didampingi oleh penasehat hukum
agar hak-hak anak yang tercantum dalam undang-undang nomo 35 tahun 2014
tentang perlindungan hukum anak dan undang-undang nomor 11 tahun 2012
tentang sistem peradilan pidana anak terealisasi secara maksimal dan optimal.
3. Pendampingan orang tua
Pendampingan orang tua atau perang orang tua terhadap anak sangat penting
untuk memberikan dukungan secara pisikis dan mentasikologis terhadap anak
sehingga anak merasa aman dan nyaman terhadap anak ketika berada dalam
proses peradilan.
4. Perlakuan anak dalam forum sidang
Anak tidak diperlakukan sama dengan orang dewasa dalam proses persidangan
tapi anak diperlakukan secara khusus dan dalam sidang tidak terbuka untuk
umum, para penegak hukum seperti hakim, jaksa penuntut dan penasehat hukum
pun tidak menggunakan toga hal ini dimaksudkan agar anak merasa nyaman
sehingga tidak menumbuhkan gangguan psikis dan mentalogis anak.
D. Faktor yang Menjadi Kendala dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak
Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kasus Putusan Nomor
16/Pid.Sus.Anak/2021/PN/PIp) di Pengadilan Negeri Palopo
Dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku
kekerasan seksual, pengadilan Negeri Palopo menghadapi berbagai masalah dan
kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku
kekerasan seksual.

Hakim lustika Puspa Sari, dalam wawancara menyatakan:
86



“....Anak yang menjadi pelaku atau melakukan tindakan criminal seperti

kekerasan seksual itu tidak serta merta terjadi begitu saja mesti ada

faktor-faktor yang menyebabkan sehingga anak tersebut berniat

melakukan tindakan criminal’®

Tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang
dewasa dalam beberapa kasus juga dilakukan oleh anak dan remaja . Tindak pidana
kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak tidak terjadi begitu saja ada faktor yang
mempengaruhi baik berupa faktor internal maupun eksternal:

a. Faktor internal, Berupa faktor yang berasal dalam diri atau ruang lingkup
pelaku, pelaku yang yang sering mengakses konten pornografi sehingga
terpengaruh untuk melakukan hal yang sama, anak pernah melihat atau menjadi
korban kekerasan seksual sebelumnya, hal itu kemudiaan melandasi atau
membuat pelaku berkeinginan untuk melakukan kekerasan seksual, kurangnya
penanaman moral dan nilai dalam keluarga, pendidikan dan nilai moral di
keluarga dapat membentuk karakter anak.

b. Faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan dimana faktor lingkungan anak
berada sangat mempengaruhi pembentukan dan pengembangan karakter
seseorang, baik tidaknya perilaku seseorang tergantung dari lingkungan ia
bergaul.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual di

Pengadilan Negeri Kota Palopo sebagian besar sudah diaplikasiakan sesuai dengan

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-

82 Tustika Puspa Sari , Hakim, “Wawancara”di Pengadilan Negeri Palopo, Pada Tanggal 10
Juli 2023
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undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak telah dilakukan secara
maksimal untuk memberikan perlindungan anak secara optimal, namun masih ada
beberapa keterbatasan dalam memaksimalkan perlindungan hukum terhadap anak
seperti, kurangnya peran orang tua, pengaruh lingkungan, dan pelaku merupakan
Residivis :
1. Kurangnya atau tidak adanya peran orang tua

Pendidikan dan nilai moral di keluarga dapat membentuk karakter anak.
Kurangnya penanaman moral dan nilai-nilai agama dapat membuat anak menjadi
pelaku kekerasan seksual.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim lustika Puspa Sari :

“Kendala yang paling sering dihadapi dalam tahap persidangan

khususnya dalam penyelesaian perkara anak yakni, orang tua dari anak

pelaku terkesan apatis atau tidak serius dalam melakukan pendampingan

terhadap anak selama proses persidangan”.%

Pendampingan orang tua dalam proses persidangan anak dapat
memberikan dorongan secara moral maupun material, kasih sayang serta
penerimaan dalam keluarga atau lingkungannya, namun dalam wawancara dengan
Hakim Anak yang menangani perkara atau kasus dengan nomor
16/pid.sus.anak/2021/PN.plp bahwa selama proses persidangan anak orang tua
tidak mendampingi padahal dengan hadirnya orang tua mendampingi merupakan
salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang

berhadapan dengan hukum. Upaya diversi tidak akan berjalan maksimal jika orang

8 Tustika Puspa Sari , Hakim, “Wawancara”di Pengadilan Negeri Palopo, Pada Tanggal 10
Juli 2023
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tua pihak pelaku tidak hadir dalam musyarawah dan sebelum hakim menbacakan
putusan hakim anak akan meminta pendapat dari orang tua anak yang bermanfaat
bagi anak sehingga kemudian dalam pertimbangan hakim menjatuhkan pembinaan
kepada anak yaitu karena orang tua dinilai tidak mampu untuk medampingi,
mendidik dan mengawasi anak sehingga anak di serahkan kepada Balai Rehabilitas
Sosial Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK).

Tidak adanya pendampingan orang tua dalam persidangan dapat
membuat anak mengalami kecemasan, gangguan perasaan bahkan depresi. Peran
orang tua sangat dipertanyakan, karena orang tua sangat berperan dalam
menciptakan perilaku anak dan memberi didikan untuk anak. Jika anak melakukan
kesalahan apalagi untuk pertama kalinya melakukan kejahatan tentu ada kesalahan
dalam proses pembelajaran dan sosialisasi anak di kehidupan masyarakat. Peran
orang tua harusnya bisa memberikan arahan perilaku anak terhadap hal-hal yang
baik, jadi anak tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Dalam hal ini anak pelaku tindak
pidana harus mendapat pendampingan selama proses peradilannya hal ini
disebabkan karena mental anak yang belum siap menghadapi proses hukuman.

Tidak hadirnya orang tua/wali anak dalam proses persidangan
menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak tidak berjalan secara optimal dan
maksimal karena kehadiran orang tua/ wali yang dapat di percaya oleh anak
merupakan salah bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan dalam segi
peraturan bahkan dalam akhir-akhir persidangan hakim akan bertanya mengenai
pendapat orang tua/wali anak terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan

sehingga kehadiran orang tua/ wali dapat mempengaruhi putusan yang akan
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ditetapkan oleh Hakim anak. Anak dapat berubah dan dapat di bimbing dengan baik
hanya oleh orang terdekatnya karena telah memiliki ikatan emosional.
2. Pengaruh Lingkungan

Menurut teori Asosiasi Diferensial dikemukakan oleh Edwin H.
Sutherland, seseorang menjadi pelaku kriminal sebab mempelajari perilaku
kriminal dari lingkungan sosial dengan berbagai cara melalui proses interaksi dan
komunikasi yang intens.®*

Hakim lustika Puspa Sari, dalam wawancara,

(13

...faktor lingkungan juga berpengaruh menjadi kendala dalam
memberikan perlindungan hukum kepada anak pelaku kejahatan karena
anak akan cenderung mencontoh perilaku dimana si dia bergaul”®
Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa pelaku anak belajar untuk

menyesuaikan diri pada pengaruh yang melingkupinya, dimana pengaruh itu datang

tentu akan membuat anak berada pada fase untuk mengikuti pengaruh negatif
tersebut atau menolaknya, hal ini disebabkan anak belum mencapai usia
kematangan untuk berfikir dan dapat menfilter baik buruknya suatu hal sehingga
anak akan lebih condong untuk meniru perilaku temannya, keluarga dan
masyarakat. Sebab dalam pandangan pelaku, teman sepergaulannya tersebut

merupakan partner untuk mencari jati diri. Baik buruknya tingkah laku

seseorang/anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana anak berada,

8 Hardianto Djanggih, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dan Penanggulangan
Kejahatan Siber (Cyber Crime) ”, (Universitas Negeri Semarang, 2018), 56.
8 Tustika Puspa Sari , Hakim, “Wawancara”di Pengadilan Negeri Palopo, Pada Tanggal 10
Juli 2023
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lingkungan yang dimaksud ialah lingkungan keluarga ,masyarakat, dan pergaulan

dengan teman-teman pelaku.

DATA TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL ANAK PADA PENGADILAN
NEGERI PALOPO

2020 ® 2021 = 2022 m 2023 (1Januari 2023 s.d 26 Juni 2023

Dari tabel presentase tersebut dapat diketahui jika pada tahun 2020
terdapat sebanyak 11 kasus kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo dengan
presentase 55%, lalu pada tahun 2021 sebanyak 6 kasus dengan persentase 30%,
tahun 2022 sebanyak 2 kasus persentase 10% dan pada Juni 2023 ada 1 kasus
dengaan persentase 5%, perkara kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Palopo.
Walaupun data tersebut menunjukkan tidak ada peningkatan kasus namun setiap
tahunnya masih ada kasus kekrasan seksual yang melibatkan anak. Dimana pada
rata-rata usia pelaku kekerasan seksual 13 (tiga belas) tahun ketasa, pada level ini
anak lebih aktif bergaul dengan siapa saja yang membawa kesenagan bagi dirinya,
tanpa pengawasan orang tua dan guru maka anak berperilaku seseuka hati.
Didorong jiwa muda yang ingin hidup bebas, namun tidak didukung oleh

pemahaman dan pengalaman norma agama sehingga dengan bebas ingin
91



melampiaskan hasrat nafsunya dengan melakukan kekerasan seksual salah satunya
pencabulan.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi lingkungan
pergaulannya, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik
pula begipun sebaliknya.

3. Diancam pidana 7 tahun/ lebih dan Pelaku merupakan Residivis

Dalam melakukan upaya diversi yang telah tertera dalam undang-undang
sistem peradilan pidana anak menyatakan dengan jelas bahwa upaya diversi ini
dilaksanakan berdasarkan 2 syarat :

a. Diancam dengan hukuman dibawah 7 tahun

Diversi dapat diupayakan jika hukuman dibawah 7 tahun, dengan melalui
pendekatan restoratif justice sebagai suatu penyelesaian perkara tindak pidana anak
dengan menitikberatkan pada pengakuan pelaku dengan cara menbebankan
kewajiban untuk bertanggung jawab guna memulihkan keadaan yang terganggu,
namun dalam putusan yang peneliti teliti gagal/ tidak diadakannya upaya diversi
dalam proses penyelesain perkara pelaku, tidak terjadi kesepakatan diversi disemua
tingkat pemeriksaan peradilan hal ini mengingat pelaku kekerasan seksual terhadap
anak diancam dengan pidana 15 tahun penjara.

Pelaku Si MA yang berusia 13 tahun pada saat itu atas kasus kekerasan
seksual terbukti secara sah melakukan pencabulan kepada anak berumur 5 tahun,
anak di dakwakan dakwaan tunggal oleh penuntut umum yaitu pasal 82 ayat 1
undang-undang nomor 17 tahun 2016 dengan pidana penjaranya minimal 5 tahun

dan maksimal 15 tahun dengan denda 5 miliyar rupiah, Dalam hal menjatuhkan
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dakwaan penuntut umum tidak hanya mengacu pada hak hak korban tapi juga pada
hak-hak pelaku yang masih berstatus anak, sehingga perlu pemikiran matang dalam
mendakwaakan suatu hukuman
Berdasarkan hal itu maka penuntut umum pada proses pengadilan
dengan mandakwakan hukuman kepada pelaku anak berupa pembinaan dalam
lembaga rehabilitas sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
(BRSAMPK) makassar selama 2 tahun dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana
denda di balai rehabilitas sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
(BRSAMPK) selama 6 bulan, hal ini sesuai dengan saran/ hasil penelitian
masyarakat oleh balai pemasyarakatan. Dengan dasar pertimbangan:
a) Anak masih berusia 13 tahun
b) Anak berjanji tidak mengulangi tindak pidana
¢) Anak masih membutuhkan perhatian pembinaan khusus
d) Kondisi orang tua dinilai kurang mampu membina, membimbing dan
mengawasi anak.
Dakwaan ini kemudian disetujui oleh hakim dengan pertimbangan
sebagai ultinum remedium.
Hakim lustika Puspa Sari, dalam wawancara menyatakan :
“Pada putusan ini tidak dilakukan upaya diversi, mengingat korban masih
berusia 5 tahun sehingga orang tua korban tidak mau
bernegosiasi/bermusyawarah,serta ancaman hukuman pelaku kekerasan

seksual itu maksimal 15 tahun penjara, upaya diversi juga harus
memperhatikan kepentingan korban’8

8 Tustika Puspa Sari , Hakim, “Wawancara”di Pengadilan Negeri Palopo, Pada Tanggal 10
Juli 2023
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Perkara anak yang tidak diwajibkan upaya diversi adalah perkara anak yang
tindak pidananya diancam dengan pidana penjara diatas 7 tahun . Hal itu sejalan
dengan yang tertuang dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak dan
sejalan dengan pendapat Nursairani Simatupang Faisal bahwa perkara anak yang
berkonflik dengan hukum yang diancam pidana lebih dari 7 tahun tidak dapat
diproses dengan diversi.®” Diversi memberikan jaminan perlindungan hukum
terhadap anak berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak
indonesia.

Diversi pada anak pelaku pelecehan/ kekerasan seksual tidak dapat
diupayakan dikarenakan dalam kasus pencabulan dikenakan pidana penjara paling
lama 15 tahun dengan denda 5 miliyar rupiah, dimana hal tersebut sesuai dalam
ketentuan pasal 76 E undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan
anak. Berdasarkan pasal yang dilanggar oleh anak sebagai pelaku pelecehan seksual
maka putusan berupa diversi tidak dapat diupayakan oleh hakim, dan sanksi yang
diberikan berupa sanksi tindakan yang terdapat dalam pasal 82 ayat 1 undang-
undang nomor 11 tahun 2012 sistem peradilan pidana anak.

Pada kasus kekerasan seksual, anak yang berkonflik dengan hukum telah
mendapat perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak seperti mendapat
bantuan/penasehat hukum, terhindar dari penahanan, penangkapan, pemberian
keadilan dimuka pengadilan, identitas anak dirahasiakan dari publik serta

persidangan dilakukan secara tertutup. Diversi dapat diupayakan jika masa

87 Nursairani Simatupang Faisal, “Hukum perlindungan anak” (Jakarta: CV.Pustaka Prima,
2018), 187.
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pidananya maksimal 7 tahun namun dalam kekerasan seksual pidana paling lama
15 tahun. Apabila diversi tidak dapat diupayakan, maka anak yang melakukan
tindak pidana kekerasan seksual akan dikenakan pidana penjara sebagai upaya
akhir.
b. Bukan merupakan pengulangan tindakan pidana

Residivis/ pengulangan tindak pidana kejadian kepada seseorang/ anak
yang sudah pernah dihukum dan dijatuhi suatu putusan hakim dengan ketentuan
hukum yang tetap, kemudia setiap orang yang telah di jatuhi pidana mendapat
bimbingan, pembinaan dan pendidikan dalam lembaga pemasyarakatan guna
menjadi orang yang baik dan berguna kedepannya, namun jika setelah dibina dan
di didik masik melakukan tindak pidana hal itu kemudian dianggap gagal sehingga
pengulangan tindak pidana dapat memperberat hukuman dengan alasan untuk
memberi efek jera, begitupun dengan anak ketika pernah di jatuhi pembinaan
namun masih melakukan tindakan kriminal lagi maka haknya untuk dilakukan
diversi hilang hal ini karena jika sudah dibina saja masih melakukan tindakan
kejahatan apalagi jika diberikan upaya diversi dengan tujuan pemulihan kembali.

Karena pelaku merupakan residivis sehingga hal itu menjadi kendala
bagi hakim/kejaksaan untuk memberikan upaya diversi karena salah satu syarat
diadakannya Diversi ialah bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau
pelaku tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, maka analisis penulis
dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak ini terkait kendala atau

hambatan yang dihadapi oleh pihak pengadilan (Hakim) dalam pemberian
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perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu, bahwa
anak yang melakukan kekerasan seksual tidak terjadi begitu saja ada beberapa
faktor yang mempengaruhi anak sehingga melakuka kekerasan seksual yaitu:
kurangnya perhatian orang tua, faktor lingkungan dan akses teknologi secara bebas.

Pemberian perlindungan hukum di Pengadilan Negeri Palopo sudah
dilakukan secara maksimal dan optimal dalam memberikan perlindungan hukum
terhadapa anak yang berhadapan hukum dan sudah di aplikasikan sesuai dengan
undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan hukum anak, namun
tidak dapat dipungkiri jika masih ada beberapa kendala yang dialami oleh pihak
pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap anak vyaitu: faktor
lingkungan, pelaku merupakan residivis dan kurang/ tidak adanya peran orang tua.

Peran/ perhatian orang tua terhadap anak ini sangat penting bagi tumbuh
kembang anak hingga dewasa sehingga yang menjadi kendala utama bagi
pengadilan Negeri Palopo dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum itu tidak ada atau kurangnya peran orang tua, karena
untuk beberapa contoh kasus ada beberapa orang tua dari pelaku anak terkesan
apatis atau tidak serius dalam melakukan pendampingan terhadap anak selama
proses persidangan. Padahal pendampingan orang tua/wali dan orang yang
dipercaya oleh anak merupakan wujud perlindungan hukum terhadap anak pelaku
kejahatan. Karena kehadiran orang tua dalam mendampingi anaknya tentu dapat
memberikan kekuatan secara mental atau psikis, kenyamanan dan keberanian bagi
anak dalam menghadapi proses hukum terlebih pendapat orang tua akan diminta

oleh hakim anak dalam mempertimbangkan putusan yang terbaik bagi anak.
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E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif,
memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia
masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam
memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini,
sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban, adanya
hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak
merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak
merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya.

Dalam berbagai literatur hukum Islam (figh) klasik, tidak ditemukan satu
istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam
(figh) klasik menggunakan istilah hadhanah dalam pengertian yang mendekati
makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa
(etimologis), hadhanah merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti
“memelihara dan mendidik anak”. Kata ini berasal dari al-hidhn, yang berarti al-
janb (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi hadhinah (pelindung)
mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Adapun menurut istilah,
hadhanah berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau
terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri, memenubhi
pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai

kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya. 8

8 Abdurrahman al-Jazirir, “Kitab Al-Figh’ ala al-Mazahib al-4rba’ah” (Kairo: Dar Al-
Hadits), 582
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Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa secara kebahasaan, al-
hadhanah berarti “anggota tubuh dari bawah ketiak sampai ke pinggul”. Adapun
dalam istilah figh, hadhanah berarti mengasuh anak kecil atau anak abnormal yang
belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhannya,
menjaganya dari bahaya, memberinya pendidikan, dan mengembangkan
kemampuan intelektualnya agar mampu memikul tanggung jawab hidupnya.8®

Al-Jurjani mengartikan hadhanah dengan tarbiyat al-walad. *® Demikian
juga Muhammad al-Syarbini al-Khathib, dalam kitabnya al-Igna", setelah
menjelaskan arti Ahadhanah secara bahasa, juga mendefinisikan hadhanah
berdasarkan tinjauan syara” dengan pengertian tarbiyah, yang berarti memelihara
orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dirinya dan
menjaga dari hal-hal yang dapat menyakitinya, walaupun sudah besar karena
terganggu jiwanya, yang membutuhkan orang yang merawat untuk
memandikannya, mencuci pakaiannya, meminyaki, dan memakaikan celak
untuknya, atau berupa menggendong anak kecil dalam pangkuannya dan
membuatnya tidur. Hadanah merupakan satu bentuk perwalian dan penguasaan. %
Dengan demikian, istilah tarbiyah yang dipakai oleh al-Jurjani dan al-Khathib
mengandung arti yang sangat luas, yang mencakup menjaga, memelihara, dan

melindungi.

8 Abdul Aziz Dahlan, “Ensiklopedi Islam”(J akarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005) 229.
% Ali bin Muhammad al- Jurjani, “ 4/-Ta’Rifat” (Jakarta: Dar Al-Hikmah), 88.
%1 Al-Khathib, Muhammad al-Syarbini, “Al-Igna’fi Hilli Alfazh Abi Syuja” (Bandung:
Syirkat al-Ma’ arif li al-Thab’wa al-Nasyr), 193.
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Sebagian ulama menyamakan pengertian hadhanah dengan kafalah.%
Secara bahasa hadhanah berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan
menjaga, sedangkan kafalah berarti menjamin dan memikul tanggung jawab atas
suatu urusan. Akan tetapi, al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah
tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan si anak. Kedua istilah tersebut
(hadhanah dan kafalah) merupakan dua dari empat fase anak, yang harus
diperhatikan ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tua si anak. Keempat
fase tersebut ialah: 1) radha™ (penyusuan), yaitu fase untuk anak yang belum
mencapai usia dua tahun; 2) hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan), yaitu fase
untuk anak yang belum mumayyiz (biasanya di bawah usia tujuh tahun) ; 3) kafalah
(penjagaan dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah mumayyiz (usia tujuh
atau delapan tahun), tetapi belum balig; dan 4) kifayah (mencukupi keperluan),
yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu
memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pada fase keempat ini, tidak ada kewajiban
orang tua untuk mengurus dan memenuhi segala kebutuhan anak tersebut.®?

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak
anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, hadianah (dalam
pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah
satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al-

Zuhaili bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu:

92 Al-Syaukani, “Nail al-Authar Syarh Muntaga al-Akhbar” (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 128-
132.
9 Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, “a/-Hawi al-Kabir” (Beirut:
Dar al Fikr, 1994), 100.
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(1) nasab (identitas diri);

(2) radha’ (penyusuan);

(3) hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan);

(4) wilayah (perwalian); dan

(5) nafagah (pemberian nafkah).

Dengan demikian, menurut al- Mawardi dan al-Zuhaili, hadhanah
merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas,
penyusuan, perwalian, dan pemberian nafakah. Bentuk perlindungan anak tersebut,
antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana
diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa wilayah
(perwalian) dilaksanakan setelah fase hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan).®
Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (figh) menggunakan istilah
hadhanah, sebagaimana dipaparkan pada uraian sebelumnya, dalam pengertian
yang luas, yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu
memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun nonfisik) anak yang
tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau karena cacat.

Pada perkembangan selanjutnya, sebagian pakar hukum Islam kontemporer,
mengemukakan istilah al-wilayah dengan arti yang semakna dengan pengertian
perlindungan anak sebagaimana dijelaskan di atas. Al-Hafnawi, misalnya,
mengemukakan bahwa al-wilayah (perwalian) ada dua macam, yaitu: 1) perwalian

atas diri (al-nafs); dan 2) perwalian atas harta (al-mal). Perwalian atas diri

% Wahbah al-Zuhaili, “4l-Figh Al-Islamiy ™ 7327-7328.
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seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan
anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik atau mental), berupa
pemeliharaan (al-kadhanah), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan. Adapun
perwalian atas harta diberikan atas orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk
mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya atau karena tidak cakap.
Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak (kadhanah) merupakan bagian
dari (al-wilayah).*®

Demikian juga Wahbah al-Zuhaili. Meskipun al-Zuhaili, sebagaimana
dikemukakan di atas, menyatakan bahwa wilayah (perwalian) dilaksanakan setelah
fase hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan), artinya hadhdanah dan wilayah
merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pada bagian lain al-Zuhaili membagi
wilayah kepada dua, yaitu wilayah ‘ala al-nafs dan wilayah ‘ala al-mal
(sebagaimana pendapat al-Hafnawi di atas). Wilayah ‘ala al-nafs mengandung
pengertian penanganan segala urusan yang berkaitan dengan diri (individu) orang
yang tidak cakap (tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya), seperti
penjagaan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, kesehatan, pernikahan, dan lain
-lain. Adapun wilayah ‘ala al-mal ialah penanganan segala urusan yang berkaitan
dengan harta orang yang tidak cakap (yang tidak mempunyai kemampuan
melaksanakannya), berupa pengembangan harta dan pengelolaannya, seperti jual

beli, sewa-menyewa, gadai, dan sebagainya. %

% Al-Hafnawi, Abdul Majid Muhmmad, “Ushul al-Tasyri fi Mamlakah al-Arabiyyah al-
Su’udiyyah”, 227-228.
% Wahbah al-Zuhaili, “4/-Figh Al-Islamiy” 7328.
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Dengan demikian, istilah yang lebih tepat digunakan untuk pengertian
perlindungan anak dalam hukum Islam ialah al-wilayah, karena perlindungan anak
mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, maupun
spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya ataupun hartanya.

Dari paparan diatas maka penulis dapat disimpulkan bahwa hakikat
perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan
perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya,
yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.

Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Relasi orang tua
dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam, adalah seperti yang
digambarkan hadis Nabi Muhammad Saw:

=8 V) il A3 E 2 80 G g e 0 JBa i (1505 06 06 Gl i ol e
Ad e 44 % (a A0
“Tidaklah seorang pemuda menghormati orang yang tua karena umurnya

melainkan Allah akan menjadikan untuknya orang yang menghormatinya karena
umurnya (di masa tuanya) . (H.R Thirmidzi).

Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib
memberikan sesuatu itu pada anaknya. mengingat tanggung jawabnya orang tua
terhadap anak-anak, maka agar tidak terjerumus kepada kedzaliman dikarenakan
menyia- nyiakan hak hak-anak, hendaknya orang tua memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:
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1. Hak Hidup

Karena hak yang sangat dasar dalam hak asasi manusia adalah hak untuk
hidup. Tidak boleh seorangpun membunuh orang lain.®” Satu Pembunuhan terhadap
seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang
bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut ntawa
seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia,maka seolah olah ia
telah membunuh seluruh umat manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh
seluruh manusia, Alguran menyebutnya:

W& V1 b alid 51 Gl i Tl (8 a0 T o e LK Gl 04T (e

1588 &) & il WL el 315 am G AT LIS AT (a ides ol (58
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“maka barangsiapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka
Ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang menghidupkannya
maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia “ (Q.S. Al-Maidah: 32)%

Masalah pencabutan nyawa seseorang sebagai balasan atas pembunuhan
yang dilakukannya atau masalah hukuman bagi penyebaran kerusakan di muka
bumi hanya bias diputuskan oleh pengadilan yang kompeten. Perang antara Negara
juga hanya diputuskan pemerintah yang berwenang. Dalam keadaan

bagaimanapun, tak seorangpun yang mempunyai hak sendiri untuk mencabut

nyawa manusia sebagai pembalasan atau hukuman.

158 ha (I8 488 &) R0 5 4857 (s ol las 2 3 15 Y

9 Sholahuddin Hamid, “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam” (Jakarta:
Amisco) 139.
% Kementrian Agama Republik Indonesia “A/-Qur’an dan Terjemahnnya” (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qu’an, 2019), 113.
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“ Dan janganlah kamu membunuh yang diharamkan Allah membunuhnya
melainkan dengan suatu alas an yang benar “ (Q.S. Al-Isra: 31)%°

Dalam ayat ini jelas dibedakan antara pembunuhan dan pencabutan nyawa
(eksekusi), yang dilakukan untuk menegakkan keadilan. Hanya pengadilan yang
kompeten saja yang biasa memutuskan apakah seseorang telah kehilangan haknya
untuk hidup karena mengabaikan hak hidup dan kedamaian orang lain.

Dalam semua Alguran dan hadis di atas, kata nyawa (nafs) digunakan dalam
pengertian umum tanpa pembedaan atau pengkhususan apapun yang bisa
menimbulkan penafsiran bahwa hanya manusia-manusia, termasuk bangsa sendiri,
sesama warga negara, atau manusia dari ras atau agama tertentu saja, yang tidak
boleh dibunuh. Larangan tersebut berlaku untuk seluruh ummat manusia. Allah
berfirman:

S5 &8558 A3 35l B p8Y 51 5 Y
“janganlah kamu membunuh anak anakmu karena takut miskin. Kami akan
memberikan rizgi kepadamu dan kepada mereka. ( QS. Al-An'am: 151).1%
2. Hak mendapat kejelasan nasab

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul

keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status

anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak

akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapatberinteraksi dan diterima di

9 Kementrian Agama Republik Indonesia “A/-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 285.
100 Kementrian Agama Republik Indonesia “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 148.
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lingkungannya dengan perlakuan yang wajar. Betapa pentingnya kejelasan nasab

ini Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

umjéd\ﬁjwﬂ\ée&\j;uemb\\}ﬁﬂgu\a m\mM\}me@b\J@A}cq\
Wia 1538 4 (&5 &850 & Muugjmﬁh\mcu;e&h

“panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama
bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak
mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggilah mereka sebagai) saudara-
saudara seagama dan maula- maulamu”. (QS. Al-Ahzab: 5)1%

3. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik

Memberikan nama merupakan kewajiban setiap orang tua. Nama yang
diberikan hendaklah nama yang baik dan memiliki makna yang baik. Nama tidak
hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah
doa dan pengharapan. Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak. Nabi saw
bersabda:

}S;L;Li [PRNE ] PR ?S.‘Lmb Al 2's (e X 2K0)

”Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-
nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu”.
(HR. Abu Dawud)

Nabi saw sering menemukan beberapa sahabat memberikan nama anak
mereka dengan nama yang kurang baik, kemudian beliau menggantinya dengan
nama yang baik secara spontan. Seperti nama ’Ashiyah (pelaku maksiat) diganti

menjadi Jamilah (indah), Ashram (gersang) menjadi Zar’ah (subur), dan Hazin

(sedih) menjadi Sahl (mudabh).

101 Kementrian Agama Republik Indonesia “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 418.
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4. Hak memperoleh ASI

Allah ta'ala berfirman:
Q315 ¢ K o ele 8 Aliad g b5 e a5 s A Bl Gyl ks

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua
orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang
bertambah tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku
dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah engkau kembali”( QS.
Lugman:14).192

Artinya Allah memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk
menyusui anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama ada
alas an yang dibenarkan.

5. Hak mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan
perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju
kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan
pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan
perhatian yang serius, terutama pada masa balita. Allah SWT berfirman dalam al-
Qur’an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi:
Y ble 45.1141.@_\&: Bobaall sl BA3E5 150 a&AIAT 5 a&08 138 ) il 4ol (il
032A% G O 3fadis b a1 G ) {3

" Hai orang-orang yangberiman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” ( QS. At-Tahrim : 6
)103

102 Kementrian Agama Republik Indonesia “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 412.
103 Kementrian Agama Republik Indonesia “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 560.
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Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat di atas mengatakan, bahwa yang
dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik
mereka. Dengan demikian, mengajar, membina dan mendidik anak adalah sarana
menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan
itu berarti menjerumuskan diri ke neraka.

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang efektif dalam membentuk
karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan
perawatan orangtua dalam keluarga. Oleh karena itu, orangtua merupakan
madrasah pertama bagi pembentukan pribadi anak. Dengan didikan orangtua dan
asuhannya, seorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungannya.
Bentuk pengasuhan anak tidak hanya terbatas merawat atau mengawasi anak saja,
melainkan lebih dari itu, yakni meliputi pendidikan sopan santun, pembiasaan hal
positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab, dan lain sebagainya. %

6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak
waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan mengeluarkan suara menangis
atau jeritan di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi. Nabi saw bersabda:
”Bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dengan mengeluarkan suara keras,

yaitu menjerit, menangis atau bersin”. (H.R. Ath-Thabrani).

104 Ali Ghufran “Lahirlah dengan Cinta” (Jakarta: Amzah, 2007), 70.
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Jika bayi itu tidak bisa mengelola harta waris karena keterbatasan
kemampuannya maka harta itu boleh dititipkan pada orang yang amanah. Disinilah
Islam memberikan perlindungan terhadap harta anak yatim. Allah SWT berfirman:
a0 5% 2K00 588 2 sl (5% %A sl Sl 8 £l e g5 alls WA S
SSA Sige ) 5) B Y A sl 15T Alladl) Ga sl

”Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah,
mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan
mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang
membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah

menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesunggunya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ”. (QS. Al-Bagarah: 220)%

Dalam ayat lainnya Allah swt mengancam bagi orang yang tidak amanah
memegang harta anak yatim, sebagaimana firmannya:

1 Vi &y 3limii 5030 2gs 3kl 8 6300 W) Wl i Osal o380 G )

”Sesungguhnya orang- orang yang memakan harta anak yatim secara
zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan
masuk ke dalam api yang menyala-nyala ( neraka ) . ( QS. An-Nisa : 10 )%

7. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan
pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akanmenjadi bekal
bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memberikan

pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian

perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu

105 Kementrian Agama Republik Indonesia “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 35.
106 Kementrian Agama Republik Indonesia “A/-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), 78.
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menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka.

Apalagi di zaman modern sekarang ini dengan segala dampak positif dan
negatifnya anak perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran, khususnya yang
berkaitan dengan akidah dan kepribadiannya. Ali bin Abi Thalib berkata: ”Didiklah
anak kalian dengan benar (serius) karena mereka dilahirkan bukan pada zaman
kalian”. Ini artinya setiap orang tua harus memiliki perhatian ekstra terhadap
pendidikan dan pengajaran anaknya. Pesan itu pula menegaskan karakter
pendidikan haruslah futuristik dan membebaskan setiap anak untuk berkreasi sesuai
minat dan bakatnya.

Orang yang melalaikan pendidikan dan pengajaran anaknya berarti ia telah
berlaku zalim pada anaknya. Inilah yang disebut oleh Khalifah Umar bin Khattab
dengan istilah orang tua yang durhaka pada anaknya. Diceritakan, ada seseorang
pria mengadukan anaknya yang durhaka kepada Khalifah Umar bin al- Khattab.
Khalifah bertanya pada anak itu: “ Apakah kamu tidak takut kepada Allah bila kamu
durhaka kepada orang tua ini”? Lalu anak itu menjawab, “wahai Amirul Mukminin,
apakah ada hak bagi anak dari ayahnya ? Ya, ada, yaitu dilahirkan dari ibunya,
memberikan nama yang baik dan mengajarkannya kitab suci”. Anak itu berkata, ”
Demi Allah, ibuku hanya seorang budak yang dibeli dengan harga 400 dirham, ia
tidak memberi nama yang baik, tetapi memberi nama Ju’alan, dan tidak mengajarku
kitab suci walaupun hanya satu ayat. Kemudian Umar berpaling pada ayahnya dan
berkata,” Engkaulah yang durhaka kepada anakmu, bukan anakmu yang durhaka,

pergilah dari sini,” (HR. Thabrani).
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil rumusan masalah, hasil penelitian dan
pembahasan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:
1. Perlindungan Hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual di
Pengadilan Negeri Palopo :
Anak sebagai pelaku criminal harus diberikan perlindungan karena
mentalsikologis dan situasi anak yang pada dasarnya masih labil atau tidak dapat
membedakan mana perbuatan yang dapat merugikan baik dirinya sendiri
maupun orang lain. Pemberian perlindungan hukum di Pengadilan Negeri
Palopo sudah dilakukan secara maksimal dan optimal dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan sudah
diaplikasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Hukum Anak.
Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku kekerasan
seksual di Pengadilan Negeri Palopo :
a. Diversi
b. Pendampingan Anak (orang tua dan penasehat hukum/pejabat negara)
c. Diperlakukan secara nyaman di dalam peradilan, semua petugas sidang tidak
menggunakan pakaian formal/toga.
2. Kendala dalam Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual di

Pengadilan Negeri Palopo :
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a. Kurangnya atau tidak adanya peran orang tua

b. Faktor lingkungan

c. Diancam pidana 7 tahun/ lebih dan Pelaku merupakan Residivis
3. Perlindungan Hukum terhadap anak dalam Persfektif Hukum Islam

Hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak
anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan
hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.
Anak-anak berhak menerima sesuatu dari orang tuanya, dan orang tua wajib

memberikan sesuatu itu pada anaknya. mengingat tanggung jawabnya orang tua
terhadap anak-anak, maka agar tidak terjerumus kepada kedzaliman dikarenakan
menyia- nyiakan hak hak-anak. Adapun hak-hak yang dimaksud disini ialah :

1) Hak Untuk Hidup

2) Hak mendapatkan kejelasan nasab

3) Hak mendapatkan pemberian nama yang baik

4) Hak memperoleh ASI

5) Hak mendapatkan pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan

6) Hak dalam kepemilikan harta benda

7) Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.
B. Saran
1. Diharapkan agar dalam tiap proses persidangan perkara anak di dampingi oleh

orang tua/wali atau orang yang dipercaya oleh anak, sehingga mentalsikologis

anak tidak mengalami trauma karena hal ini juga merupakan bentuk upaya

perlindungan anak. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif,
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tidak memihak dan juga diharapkan agar  pembinaan, pembimbingan,
pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau
tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan dilakukan lebih maksimal
lagi.

. Diharapkan perlunya peran orang tua dalam pengawasan, pembimbingan dan
pendampingan yang lebih bagi orang tua kepada anak-anak, dikarekan orang tua
merupakan taman pendidikan pertama bagi anak-anak, melakukan pembatasan
penggunaan akses teknolgi dan mengawasi ruang lingkup pergaulan bagi anak,
hal ini dapat mengurangi penyimpangan bagi anak. Agar orang tua selalu
mendampingi anak di setiap tingkat proses peradilan karena dalam hal ini peran
orang tua sangat dibutuhkan untuk mentalsikologis anak terlebih saat

pengambilan keputusan hakim akan bertanya pendapat orang tua.
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